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HALAMAN MOTTO 

 وَلْيَخْشَ   الَّذِيْنَ   لَوْ   تَ ركَُوْا  مِنْ   خَلْفِهِمْ   ذُريَِّّةً   ضِعٰفًا  خَافُ وْا  عَلَيْهِمْ    فَ لْيَ ت َّقُوا  اللَّٰ   وَلْيَ قُوْلُوْا  قَ وْلً   سَدِيْدًا
 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar. 

 

(QS. An-Nisa : 9) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 

1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 

A. Umum 

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), 

bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam 

katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa 

selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang 

tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote 

maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak 

pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya 

ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang 

khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, 

sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide 

Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992. 
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B. Konsonan  

Arab Indonesia Arab indonesia 

 ṭ ط Tidak dilambangakan أ

 ẓ ظ  B ب

 apostrof terbalik ع T ت

 Gh غ Th ث

 F ف J ج

 Q ق ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dh ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

  H ه S س

 apostrof ء Sh ش

 Y ي ṣ ص

   ḍ ض

 

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʼ). 

C. Vocal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-

masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قال menjadi Qāla 
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Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla 

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya د و ن menjadi Dûna 

D. Ta Marbūṭah 

Transliterasi ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapatkan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 

sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu transliterasikan dengan ha (h). 

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalâlah yang berada di tengah 

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan 

3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 

4. Billâh ‘azza wa jalla 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
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sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-

). Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّلْزلَةَ

 al- falsafah : الفَلْسَفَة

 al-bilādu : البِلِادُ 

G. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: 

 ta’murūna :  تََمُْرُونَ 

 nau-a‘ :  النَّوءُ 

 an’syai :  شَيْء  

 umirtu :  أمُِرْتُ 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur ’ān), sunnah, hadis, khusus 
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dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

I. LAFẒ AL-JALĀLAH )  )اللّه

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

  dīnullāh : دِيْنُ ا اللّ 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 

  hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِْ رَحْْةَِ ا اللّ 

J. Huruf Kapital  

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
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kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān  

      Al-Gazālī Al-Munqiż min al-Ḍalā 
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ABSTRAK 

Nur Aini, Nadya 210201110056, 2025. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim 

Sengketa Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp.) 

Skripsi. Program Studi Hukum Ke.luarga Islam, Fakultas Syariah, Unive.rsitas Islam 

Ne.ge.ri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pe.mbimbing: Abdul Haris, M.HI. 

Kata Kunci: Waris, Wasiat Wajibah, Be.da Agama. 

Latar be.lakang pe.ne.litian ini bahwa pe.rlu dilakukan pe.ne.litian le.bih lanjut 

me.nge.nai ke.warisan be.da agama, khususnya dalam Putusan No. 

11/Pdt.P/2022/PA.Crp. Dalam putusan te.rse.but, anak-anak pe.waris yang be.ragama 

se.lain Islam dibe.rikan hak waris yang sama de.ngan ahli waris Muslim, se.hingga 

me.nimbulkan pe.rtanyaan te.ntang pembagian harta waris bagi keluarga yang 

beragama selain Islam . Ke.unikan pe.ne.litian ini te.rle.tak pada penyamaan hak waris 

bagi keluarga yang beragama selan islam, yang me.mbe.dakannya dari pe.ne.litian 

se.be.lumnya. Ole.h kare.na itu, pe.nting untuk me.nganalisis bagaimana pe.mbagian 

waris  dilakukan dalam kasus se.macam ini, se.rta bagaimana ke.adilan dapat 

diwujudkan dalam siste.m hukum ke.warisan di Indone.sia. 

Pe.ne.litian ini be.rtujuan untuk me.nganalisis pe.rtimbangan hakim dalam 

me.ne.ntukan hak waris bagi ahli waris yang ditinggalkan harta warisan ole.h 

pe.waris. Se.lain itu, Untuk me.nje.laskan dampak hukum dari pe.nyamaan hak waris 

antara ahli waris Muslim dan nonmuslim te.rhadap pe.mbagian warisan. Me.tode. 

pe.ne.litian yang digunakan adalah je.nis pe.ne.litian yuridis normatif de.ngan 

pe.nde.katan  pe.rundang-undangan dan pe.nde.katan kasus. Data prime.r dipe.role.h dari 

putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. dan KHI., se.me.ntara data se.kunde.r dipe.role.h 

dari kajian pustaka yang re.le.van.  

Hakim dalam Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp mendasarkan 

keputusannya pada prinsip kemaslahatan dengan mengacu pada putusan 

Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995, yang memperbolehkan pemberian wasiat 

wajibah bagi ahli waris nonmuslim. Namun, terdapat ambiguitas dalam putusan 

tersebut yang seolah-olah menyamakan hak waris ahli waris Muslim dan 

nonmuslim, padahal dalam hukum faraidh, waris nonmuslim hanya berhak atas 

maksimal 1/3 harta melalui wasiat wajibah, bukan dalam kedudukan yang setara 

dengan ahli waris Muslim. 
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ABSTRACT 

Nur Aini, Nadya 210201110056, 2025. Juridical Analysis of the Judge's Decision 

Consideration in Interfaith Inheritance Disputes (Study of Decision Number 

11/Pdt.P/2022/PA.Crp).  The.sis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of 

Sharia, State. Islamic Unive.rsity of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul 

Haris, M.HI 

Keywords: Inhe.ritance., Mandatory Wills, Diffe.re.nt Re.ligions. 

The background of this research is that it is necessary to conduct further 

research on the heritage of different religions, especially in Decision No. 

11/Rev.P/2022/PA.Crp. In this decision, the children of heirs of religions other than 

Islam were given the same inheritance rights as Muslim heirs, raising questions 

about the division of inheritance for families of religions other than Islam. The 

uniqueness of this study is not limited to the equalization of inheritance rights for 

nonmuslim families, which distinguishes it from previous studies. It is therefore 

important to analyze how the distribution of inheritance is done in such cases, as 

well as how justice can be realized in the inheritance law system in Indonesia. 

This study aims to analyze. the. judge.'s conside.rations in de.te.rmining 

inhe.ritance. rights for he.irs who are. le.ft with inhe.ritance. by the. te.stator. In addition, 

to e.xplain the. le.gal impact of e.qualizing inhe.ritance. rights be.twe.e.n Muslim and 

nonmuslim he.irs on the. distribution of inhe.ritance.. The. re.se.arch me.thod use.d is a 

normative. juridical re.se.arch type. with a statutory approach and a case. approach. 

Primary data was obtaine.d from de.cision No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. and KHI., 

while. se.condary data we.re. obtaine.d from re.le.vant lite.rature. re.vie.ws. 

The judge in Decision No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp based his decision on the 

principle of benefit by referring to the Supreme Court Decision No. 368 

K/AG/1995, which allows the granting of mandatory wills for non-Muslim heirs. 

However, there is an ambiguity in the decision which seems to equate the 

inheritance rights of Muslim and non-Muslim heirs, whereas in faraidh law, non-

Muslim heirs are only entitled to a maximum of 1/3 of the assets through mandatory 

wills, not in an equal position with Muslim heirs. 
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 الملخص

 التحليل القانوني لقرار القاضي في نزاع الميراث بين . 100562102011،2025 ناديا ، نور عيني 
 أتباع الديانات المختلفة مع وجود أكثر من  وارث )دراسة القرار رقم

11/Pdt.P/2022/PA.Crp.(  رسالة جامعية. برنامج دراسات الفقه الأسري الإسلامي، كلية
 ، ماجستيرعبد  الحارسالشريعة، جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنغ. المشرف: د.  

 .الميراث،  الوصية  الواجبة،  الأديان   المختلفةالكلمات المفتاحية:  
 حق  وتتلخص  خلفية  هذا  البحث  فِ  الحاجة  إلى  إجراء  المزيد   من  البحوث  فيما  يتعلق  بالميراث
 بين  الأديان،  وخاصة  فِ  القرار  رقم  138/2011.  11/قانون .ب/2022/قانون .ب.ك.  وفِ  الحكم
 ت   إعطاء  أبناء  الموصي  الذين  ينتمون   إلى  ديانة  غير  الإسلام  نفس  حقوق  الورثة  المسلمين،  الأمر  الذي
 .أثار تساؤلت حول تطبيق الوصية الواجبة فِ الحالت التي يوجد  فيها أكثر من وارث غير مسلم
 وتتميز هذه الدراسة بعدد الورثة غير المسلمين الذين يزيدون  عن واحد، مما يميزها عن الدراسات
 السابقة. ومن  ثم،  فمن  المهم تحليل  كيفية  توزيع  الوصايا  الإلزامية  فِ مثل  هذه  الحالت،  وكذلك  كيفية

 .تحقيق  العدالة  فِ  نظام  قانون   الميراث  فِ  إندونيسيا
 تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اعتبارات القاضي فِ تحديد حقوق الميراث للورثة الذين 
 أودعهم الموصي فِ الميراث. بالإضافة إلى توضيح الأثر القانوني لمساواة حقوق الميراث بين الورثة
 المسلمين وغير المسلمين على توزيع الميراث. المنهج البحثي المستخدم هو من نوع البحث القانوني
 .المعياري ذو المنهج التشريعي ومنهج الحالة. ت  الحصول على البيانات الأولية من القرار رقم
 فِ حين ت  الحصول على البيانات الثانوية من مراجعات ،KHIقانون .ب/2022/قانون .ب.ك. و/11

 .الأدبيات  ذات  الصلة
 استندت فِ قرارها إلى مبدأ المصلحة Pdt.P/2022/PA.Crp/القاضي فِ القرار رقم 11
 العامة بالإشارة إلى قرار المحكمة العليا رقم. 368 ك/أ.ج/1995، الذي يسمح بمنح الوصايا الإلزامية
 للورثة غير المسلمين. ولكن هناك غموض فِ القرار الذي يبدو أنه يساوي بين حقوق الميراث للورثة
 المسلمين وغير المسلمين، بينما فِ قانون  الفرائض ل يحق للورثة غير المسلمين إل بحد أقصى 1/3 من

 الأصول من خلال وصية  واجبة،  وليسوا  فِ  وضع  متساو مع الورثة  المسلمين
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hukum ke.warisan me.rupakan salah satu aspe.k pe.nting dalam siste.m 

hukum Islam dan hukum nasional Indone.sia. Ke.warisan me.ngatur te.ntang 

pe.rpindahan hak pe.milikan harta pe.ninggalan pe.waris, me.ne.ntukan Islam 

siapa yang be.rhak me.njadi ahli waris dan be.rapa bagian masing-masing.1 

Dalam konte.ks Indone.sia yang plural, pe.laksanaan hukum waris tidak dapat 

dile.paskan dari tiga siste.m hukum yang be.rlaku, yaitu hukum waris Islam, 

hukum waris adat, dan hukum waris pe.rdata barat (BW). 

 Se.cara te.rminologi, waris be.rasal dari bahasa Arab “al-mirats" yang 

be.rarti pe.rpindahan se .suatu dari se.se.orang ke.pada orang lain. Dalam istilah 

fiqh Islam, waris dide.finisikan se.bagai pe.rpindahan hak milik dari orang 

yang me.ninggal dunia ke.pada ahli warisnya yang masih hidup, baik be.rupa 

harta be.nda, tanah, maupun hak-hak lainnya yang sah me.nurut syariat.2 

Hukum waris Islam me.miliki asas-asas yang fundame.ntal, se.pe.rti asas ijbari 

(otomatis), bilate.ral, individual, dan ke.adilan be.rimbang. 

Dalam penerapannya di Indonesia yang plural, muncul perdebatan 

mengenai hak kewarisan bagi keluarga nonmuslim, yang menjadi topik 

penting dalam konteks keberagaman agama dan budaya. Hak kewarisan 

bagi keluarga nonmuslim merupakan topik penting dalam konteks 

 
1 A.mir Sya.rifuddin, Hukum Kewa.risa.n Isla.m, (Ja.ka.rta.: Prena.da. Media., 2004), 5. 
2 Muha.mma.d A.li A.s-Sha.buni, Pemba.gia.n Wa.ris Menurut Isla.m, (Ja.ka.rta.: Gema. Insa.ni Press, 1995), 

33. 
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pluralisme hukum di Indonesia yang memiliki beragam latar belakang 

agama dan budaya. Sejarah panjang mengenai ketidaksetaraan dalam sistem 

waris telah mendorong berbagai upaya untuk mereformasi hukum waris 

yang berlaku. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum waris yang 

diperkenalkan secara jelas membedakan antara warga pribumi, timur asing, 

dan Eropa, yang kemudian menyisakan dampak pada sistem hukum pasca-

kemerdekaan. Pembedaan ini berlanjut dalam praktik hukum modern 

Indonesia, dengan hukum waris Islam (faraid) mengatur keluarga Muslim 

dan hukum waris adat atau perdata barat untuk nonmuslim, sering kali 

menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian harta warisan antara 

keluarga yang berbeda kepercayaan. 

Isu penyamaan hak waris bagi keluarga nonmuslim menjadi semakin 

mendesak seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan dan 

hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Sejumlah 

kasus penting yang sampai ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

telah mempertanyakan konstitusionalitas ketentuan-ketentuan yang 

membatasi hak waris berdasarkan perbedaan agama. Gerakan untuk 

mereformasi hukum waris juga didukung oleh berbagai organisasi 

masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia yang berpendapat bahwa 

sistem hukum nasional harus mencerminkan keragaman budaya dan 

keyakinan tanpa mendiskriminasi individu berdasarkan afiliasi agama 

mereka. Perdebatan berkelanjutan ini mencerminkan ketegangan yang terus 
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berlangsung antara hukum agama, adat, dan prinsip-prinsip universal 

keadilan dalam konteks hukum keluarga Indonesia. 

Penyamaan hak waris bagi keluarga nonmuslim di Indonesia 

memiliki latar belakang yang kompleks, berakar dari sejarah pluralisme 

hukum yang berlaku sejak masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, 

sistem hukum di Indonesia menerapkan asas penggolongan penduduk yang 

membedakan aturan hukum berdasarkan etnis dan agama. 3Pemberlakuan 

politik hukum ini menghasilkan fragmentasi dalam sistem hukum waris, 

dengan hukum Islam (faraid) untuk Muslim, hukum adat untuk masyarakat 

tradisional, dan hukum perdata barat (Burgerlijk Wetboek) untuk kalangan 

Eropa dan yang dipersamakan.4 Pasca-kemerdekaan, fragmentasi ini tetap 

dipertahankan melalui kebijakan hukum nasional yang mengakui pluralisme 

hukum dalam bidang kewarisan. Ketidaksetaraan muncul terutama ketika 

terjadi persinggungan antara anggota keluarga dengan agama berbeda, di 

mana anggota keluarga nonmuslim sering kali mendapatkan porsi yang 

lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali berdasarkan 

interpretasi konvensional hukum waris Islam yang membatasi pewarisan 

lintas agama.5  

Dekade terakhir menyaksikan munculnya gerakan yang signifikan 

untuk mereformasi ketentuan hukum waris yang dianggap diskriminatif 

 
3 R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Jakarta: Pradnya Paramita, 

1967, 42-58. 
4 Ratno Lukito, Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable, London: Routledge, 

2013, 76-89. 
5 A mir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004, 196-203. 
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terhadap keluarga nonmuslim. Berbagai organisasi masyarakat sipil, 

akademisi hukum progresif, dan advokat hak asasi manusia telah 

mendorong reinterpretasi hukum waris yang lebih inklusif dan berkeadilan.6 

Mereka berargumen bahwa perbedaan perlakuan dalam hak waris 

berdasarkan identitas agama bertentangan dengan prinsip-prinsip 

konstitusional Indonesia yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan 

kebebasan beragama.7 Yurisprudensi progresif melalui putusan-putusan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah mulai membuka jalan 

bagi pengakuan yang lebih luas terhadap hak waris keluarga nonmuslim. 

Beberapa putusan landmark seperti Putusan Mahkamah Agung No. 

16K/AG/2010 dan No. 368K/AG/1995 menunjukkan pergeseran paradigma 

dalam memahami konsep keadilan waris, dengan pengadilan mulai 

mempertimbangkan prinsip wasiat wajibah sebagai instrumen untuk 

memberikan bagian warisan kepada ahli waris nonmuslim, meskipun secara 

formal tidak diakui dalam hukum waris Islam konvensional.8  

Tantangan dalam mewujudkan penyamaan hak waris bagi keluarga 

nonmuslim juga mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara 

universalisme hak asasi manusia dan partikularisme nilai-nilai agama dalam 

sistem hukum Indonesia.9 Para pendukung reformasi hukum waris 

 
6 Siti Musdah Mulia, Menuju Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Jurnal 

Perempuan, 2007 45(3), 67-89. 
7 Nasution, Hukum Kewarisan dalam Perspektif Pluralisme Hukum, Mimbar Hukum, 2012 24(3), 

377-392. 
8 Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal 

Practice in the Indonesian Religious Courts, Amsterdam University Press,2016, 142-160. 
9 John R. Bowen,  Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning. 

Cambridge: Cambridge University Press,2003, 167-189. 
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mendasarkan argumen mereka pada penafsiran kontekstual terhadap 

sumber-sumber hukum Islam dan prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan 

syariah) yang menekankan keadilan substantif.10 Mereka berpendapat 

bahwa ketentuan-ketentuan klasik tentang pembatasan waris berdasarkan 

perbedaan agama harus dipahami dalam konteks historisnya dan tidak selalu 

relevan dengan realitas masyarakat Indonesia modern yang plural. Di sisi 

lain, kelompok konservatif merasa keberatan dengan reinterpretasi 

semacam ini, melihatnya sebagai ancaman terhadap integritas hukum 

Islam.11 Kompilasi Hukum Islam, sebagai sumber utama hukum waris bagi 

Muslim Indonesia, masih mempertahankan ketentuan yang membatasi hak 

waris berdasarkan perbedaan agama, meskipun dalam praktiknya 

pengadilan agama telah menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam 

mengakomodasi hak keluarga nonmuslim melalui mekanisme wasiat 

wajibah dan konsep-konsep alternatif lainnya yang memungkinkan 

distribusi harta yang lebih adil tanpa secara langsung menantang doktrin 

hukum waris Islam yang mapan.12  

Be.radasarkan pe.maparan di atas maka pe.rlu dilakukan pe.ne.litian 

me.ndalam te.rkait waris be.da agama dalam Putusan 

No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp. Lalu dite.mukan kasus bahwa anak-anak pe.waris 

yang be.ragama se.lain Islam dibe.rikan hak yang sama de.ngan ahli waris 

 
10 AKH Minhaji, Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach, Walisongo,2013, 

251-278. 
11 Robert W. Hefner, Shari'a Law and Modern Muslim Ethics. Bloomington: Indiana University 

Press, 2016, 213-230 
12 Mark Cammack, "The Indonesian Islamic Judiciary". Islamic Law and the Challenges of 

Modernity, eds. Y.Y. Haddad & B.F. Stowasser, Oxford: AltaMira Press, 2017, 146-169 
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yang Islam. Maka dari itu pe.ne.liti akan me.mbahas ke.warisan be.da agama 

be.rdasarkan analisis dari Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. Dalam 

Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp dalam penetapan dikatakan bahwa 

keluarga yang beragama nonmuslim diberikan hak yang sama dengan ahli 

waris Muslim, dimana hal ini me.narik pe.rhatian pe.ne.liti untuk me.mbahas 

bagaimana pe.mbagian warisan yang benar  jika te.rdapat ke.luarga yang 

be.ragama se.lain Islam. Yang me.mbe.dakan pe.ne.litian ini de.ngan pe.ne.litian 

se.be.lumnya te.rdapat pada penyamaan pembagian waris untuk anggota 

keluaga yang beragama nonmuslim yang mana tidak sesuai dengan aturan 

waris, bahwa anggota keluarga yang nonmuslim seharusnya tidak mendapat 

bagian warisan. Kalaupun mendapat bagian seharusnya mendapat bagian 

jalur wasiat wajibah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ratio de.cide.ndi hakim dalam me.mutus se.ngke.ta waris be.da 

agama dalam putusan No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp?  

2. Bagaimana  dampak hukum dari pe.nyamaan hak waris antara ahli 

waris Muslim dan nonmuslim te.rhadap pe.mbagian warisan?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk me.nje.laskan alasan hakim dalam me.mutus se.ngke.ta  waris be.da 

agama dalam putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp; 

2. Untuk me.nje.laskan dampak hukum dari pe.nyamaan hak waris antara 

ahli waris Muslim dan nonmuslim te.rhadap pe.mbagian warisan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Te.oritis 

Studi ini be.rkontribusi pada pe.nge.mbangan ilmu hukum, khususnya 

dalam bidang hukum waris dan hukum pe.rdata Islam di Indone.sia, se.rta 

me.mpe.rdalam pe.mahaman te.ntang konse.p ke.adilan dalam konte.ks 

pluralisme. agama dan hukum. Analisis ini juga me.mbe.rikan wawasan 

be.rharga te.ntang dinamika hukum waris di Indone.sia, te.rutama dalam 

kasus-kasus yang me.libatkan pe.rbe.daan agama. Le.bih lanjut, pe.ne.litian ini 

be.rkontribusi pada studi pe.rbandingan hukum dan me.mpe.rkaya 

pe.mahaman te.ntang pluralisme. hukum di Indone.sia, khususnya dalam 

me.ngatasi pote.nsi konflik antara hukum agama dan hukum nasional. 

Akhirnya, studi ini me.mungkinkan e.valuasi e.fe.ktivitas hukum waris yang 

ada, yang dapat me.ngarah pada re.kome.ndasi untuk pe.rbaikan atau re.formasi 

hukum di masa de.pan, se.hingga me.mbe.rikan landasan be.rharga untuk 

pe.ne.litian le.bih lanjut dan me.mpe.rkaya diskusi akade.mik dalam bidang 

hukum waris, hukum Islam, dan pluralisme. hukum di Indone.sia. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi pe.ne.liti, me.me.nuhi salah satu syarat untuk me.raih ge.lar sarjana 

hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

E. Definisi Operasional  

1. Analisis yuridis  

Analisis yuridis  adalah suatu me.tode. pe.ne.litian hukum yang 

dilakukan de.ngan cara me.ngkaji dan me.ne.laah suatu pe.rmasalahan hukum 
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be.rdasarkan pe.raturan pe.rundang-undangan yang be.rlaku, te.ori-te.ori 

hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang re.le.van. Me.tode. ini me.libatkan 

pe.ngujian siste.matis te.rhadap fakta-fakta hukum, dokume.n-dokume.n 

hukum, dan putusan pe.ngadilan untuk me.mahami pe.ne.rapan hukum dalam 

kasus te.rte.ntu dan implikasinya te.rhadap siste.m hukum se.cara 

ke.se.luruhan.13 

2. Waris  

Waris atau hukum waris adalah hukum yang me.ngatur te.ntang 

pe.mindahan hak pe.milikan atas harta pe.ninggalan (tirkah) pe.waris, 

me.ne.ntukan siapa-siapa yang be.rhak me.njadi ahli waris dan be.rapa 

bagiannya masing-masing. Dalam konte.ks hukum Islam, waris dike.nal 

de.ngan istilah faraidh, yang me.rupakan be.ntuk jamak dari faridha, yang 

be.rarti ke.te.ntuan atau ke.wajiban.14 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Pe.ne.litian ini te.rmasuk dalam kate.gori pe.ne.litian yuridis normatif. 

Pe.ne.litian yuridis normatif me.rupakan je .nis pe.ne.litian ke.pustakaan yang 

dilakukan de.ngan cara me.ne.liti bahan-bahan ke.pustakaan atau data 

se.kunde.r be .laka.15 Dikatakan je.nis pe.ne.litian hukum yuridis normatif se.bab 

 
13 Soerjono Soeka.nto da.n Sri Ma.mudji, Penelitia.n Hukum Norma.tif: Sua.tu Tinja.ua.n Singka.t 

(Ja.ka.rta.: Ra.ja.wa.li Pers, 2015), 13-14. 
14 A.mir Sya.rifuddin, Hukum Kewa.risa.n Isla.m, (Ja.ka.rta.: Prena.da. Media., 2004), 5. 
15Soerjono Soeka.nto da.n Sri Ma.hmudji, Penelitia.n Hukum Norma.tif, Sua.tu Tinja.ua.n Singka.t, 

(Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2003), 13.   
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pe.mbahasan yang dibahas pada pe.ne.litian ini te.ntang analisis pe.mbe.rlakuan 

hukum normatif. 

Pada pe.ne.litian hukum yang dikaji ini me.ncukupi be.be.rapa aspe.k 

pe.ne.litian hukum normatif yaitu te.ntang Analisis Yuridis te.rhadap Putusan 

Hakim Se.ngke.ta Waris Be.da Agama de.ngan Jumlah Ahli Waris Le.bih dari 

Satu (Studi Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp). 

2. Pendekatan Penelitian  

Adapun pe.nde.katan yang digunakan dalam pe.ne.litian ini adalah 

de.ngan pe.nde.katan kasus (case. approach), pe.nde.katan kasus (case. 

approach)  adalah pe.nde.katan yang dilakukan me.nganalisis, me.ne.laah 

digunakan se.bagai pe.doman bagi pe.rmasalahan hukum untuk 

me.nye.le.saikan pe.rkara hukum.16 Jadi dalam pe.ne.litian ini yang pe.ne.liti 

te.liti adalah me.nge.nai Putusan Hakim Se.ngke.ta Waris Be.da Agama de.ngan 

Jumlah Ahli Waris Le.bih dari Satu (Studi Putusan Nomor 

11/Pdt.P/2022/PA.Crp.). 

3. Jenis Data 

Pe.ne.litian ini te.rgolong pe.ne.litian hukum normatif yang 

me.nggunakan bahan pustaka se.bagai bahan dasarnya. Dalam pe.ne.litian 

normatif, sumbe.r pe.ne.litian dipe.role.h me.lalui ke.pustakaan. Ole.h kare.na itu, 

dalam istilah yang dike.nal se.bagai bahan pe.ne.litiannya adalah bahan 

hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam pe.ne.litian ini adalah bahan 

 
16 Dya.h Ochtorina. Susa.nti da.n A.’a.n Efendi, Penelitia.n Hukum (Lega.l Resea.rch), (Ja.ka.rta.: Sina.r 

Gra.fika., 2014), 110. 
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hukum yang te.rbagi me.njadi bahan hukum prime.r, bahan hukum se.kunde.r 

dan bahan hukum te.rsie.r. 

a. Bahan Hukum Prime.r 

Bahan hukum prime.r adalah bahan hukum yang be.rsifat otoritas. Di 

mana dalam hal ini bahan hukum prime.r adalah te.rdiri dari pe.raturan 

pe.rundang-undangan, catatan-catatan re.smi, atau risalah dalam pe.mbuatan 

pe.raturan pe.rundang-undangan.17 Dalam pe.ne.litian ini me.nggunakan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pe.rdata (KUHPe.r) yang me.ngatur te.ntang hukum 

waris.  

b. Bahan Hukum Se.kunde.r 

Bahan hukum se.kunde.r, yaitu bahan hukum yang me.ndukung dan 

me.mpe.rkuat bahan hukum prime.r me.mbe.rikan pe.nje.lasan me.nge.nai bahan 

hukum prime.r yang ada se.hingga dapat di lakukan analisis dan pe.mahaman 

yang le.bih me.ndalam.18 Bahan hukum se.kunde.r dapat be.rupa jurnal-jurnal, 

buku-buku dan artike.l yang re.le.van de.ngan pe.mbahasan yang dite.liti. 

Pe.ne.litian ini me.njadikan Kompilasi Hukum Islam yang me.mbahas te.ntang 

waris, me.njadi bahan hukum se.kunde.r. Be.rikut be.be.rapa judul buku dan 

artike.l yang dijadikan se.bagai bahan hukum se .kunde.r : 

1) Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 

(Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985). 

 
17 Peter Ma.hmud Ma.rzuki, Penelitia.n Hukum, 141. 
18 Soerjono Sueka.nto, da.n Sri Ma.mudi , Penelitia.n Hukum Norma.tive Sua.tu Tinja.ua.n Singka.t, 

(Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2003), 23. 
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2) Muhammad Ali As-Shabuni, Pe.mbagian Waris Me.nurut 

Islam, (Jakarta: Ge.ma Insani Pre.ss, 1995). 

3) Soe.rjono Sue.kanto dan Sri Mahmudi, Pe.ne.litian Hukum 

Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo 

Pe.rsada, 2003). 

4) Pe.te.r Marzuki, Pe.ne.litian Hukum, (Pe.ne.rbit Ke.ncana, 

Jakarta, 2007). 

5) M. Yahya Harahap, Ke.dudukan Ke.we.nangan dan Acara 

Pe.radilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 

6) Jurnal, artike.l dan lain-lain yang be.rkaitan de.ngan 

pe.ne.litian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Me.tode. Pe.ngumpulan data yang digunakan dalam pe.ne.litian ini 

adalah Studi ke.pustakaan. Te.knik pe.ngumpulan data de.ngan me.ngadakan 

studi ke.pustakaan atau me.ne.laah te.rhadap buku, jurnal, lite.ratur, catatan, 

dan laporan yang be.rkaitan de.ngan pe.mbahasan pe.ne.litian, baik di 

pe.rpustakaan atau kole.ksi pribadi. Te.knik ini digunakan untuk me.mpe.role.h 

dasar-dasar dan pe .ndapat se.cara te.rtulis yang dilakukan de.ngan cara 

me.mpe.lajari be.rbagai lite.ratur yang be .rhubungan de.ngan masalah yang 

dite.liti. 

5. Metode Pengolahan Data 

Se.te.lah se.mua data yang dibutuhkan te.lah te.rkumpul, se.lanjutnya 

pe.ne.liti akan me.nganalisis data-data te.rse.but de.ngan be.be.rapa cara: 
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a. E .dit 

Tahap ini me.libatkan prose.s me.me.riksa ke.mbali data yang te.lah 

dikumpulkan untuk me.mastikan kualitas dan ke.le.ngkapannya. Data yang 

tidak re.le.van, tidak le.ngkap, atau me.ngandung ke.salahan akan diide.ntifikasi 

dan, jika me.mungkinkan, dipe.rbaiki. Tujuannya adalah me.mastikan data 

siap untuk dianalisis tanpa me.ngurangi ke .akuratannya.19 

Pada tahap pe.ngolahan bahan hukum ini, pe.ne.liti me.ne.liti data yang 

dipe.role.h be.rdasarkan ke.je.lasan makna, ke.le.ngkapan bahan hukum, se.rta 

ke.se.suaian bahan hukum de.ngan bahan hukum lainnya yang dilakukan ole .h 

pe.ncari bahan hukum. 

b. Klasifikasi 

Se.te.lah data dipe.riksa, langkah se.lanjutnya adalah me.nge.lompokkan 

atau me.ngorganisasikan data be.rdasarkan kate.gori te.rte.ntu yang re.le.van 

de.ngan tujuan pe.ne.litian. Klasifikasi ini me.mbantu me.mudahkan analisis 

de.ngan me.nge.lompokkan informasi yang se.rupa atau me.miliki karakte.ristik 

te.rte.ntu.20 

Pe.ne.liti me.nge.lompokkan se.mua bahan hukum yang dipe.role.h dari 

hasil studi pustaka. Bahan hukum yang dipe.role.h dikaji se.cara me.nye.luruh, 

ke.mudian dike.lompokkan se.suai de.ngan ke.butuhan agar bahan hukum yang 

te.lah dipe.role .h me.njadi mudah dibaca dan dipahami se.rta me.mbe.rikan 

informasi yang obje.ktif, ke.mudian bahan hukum te.rse.but dike.lompokkan 

 
19 Fa.kulta.s Sya.ria.h Universita.s Isla.m Negeri Ma.ula.na. Ma.lik Ibra.him Ma.la.ng, Pedoma.n Penulisa.n 

Ka.rya. Ilmia.h, 2015, 29. 
20 Fa.kulta.s Sya.ria.h Universita.s Isla.m Negeri Ma.ula.na. Ma.lik Ibra.him Ma.la.ng, Pedoma.n Penulisa.n 

Ka.rya. Ilmia.h, 2015, 29. 



13 
 

 
 

be.rdasarkan pe.rsamaan dan pe.rbe.daan satu bahan hukum de.ngan bahan 

hukum yang lain. 

c. Pe.me.riksaan 

Ve.rifikasi adalah prose.s me.me.riksa ke.absahan dan ke.akuratan data. 

Pada tahap ini, data yang te.lah diklasifikasikan diuji untuk me.mastikan 

ke.se.suaiannya de.ngan standar yang te.lah dite.tapkan, se.rta ke.andalannya 

se.bagai dasar dalam pe.ngambilan ke.simpulan.21 

Pe.ne.liti me.me.riksa ke.mbali se.mua bahan hukum yang te.lah 

te.rkumpul agar bahan hukum yang akan digunakan pada pe.ne.litian ini 

se.suai de.ngan te.ma pe.ne.litian yaitu Analisis Yuridis te.rhadap putusan 

Hakim Se.ngke.ta Waris Be.da Agama de.ngan Jumlah Ahli Waris Le.bih dari 

Satu (Studi Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PA.Crp). 

d. Analisis Data 

Tahap ini me.rupakan prose.s utama dalam pe.ne .litian, di mana data 

yang te.lah dive.rifikasi dianalisis me.nggunakan me.tode. te.rte.ntu, baik 

kualitatif maupun kuantitatif. Analisis be.rtujuan untuk me.ngide.ntifikasi 

pola, hubungan, atau te.muan pe.nting yang se.suai de.ngan tujuan pe.ne.litian.22 

Prose.s analisis adalah untuk me.ndapatkan ke.simpulan. Analisis 

disini adalah de.ngan me.ngatur siste.matika bahan hukum yang te.lah 

dikumpulkan. Se.te.lah se.mua bahan hukum te.rkumpul, ke.mudian bahan 

 
21 Fa.kulta.s Sya.ria.h Universita.s Isla.m Negeri Ma.ula.na. Ma.lik Ibra.him Ma.la.ng, Pedoma.n Penulisa.n 

Ka.rya. Ilmia.h, 2015, 30. 

 
22 Fa.kulta.s Sya.ria.h Universita.s Isla.m Negeri Ma.ula.na. Ma.lik Ibra.him Ma.la.ng, Pedoma.n Penulisa.n 

Ka.rya. Ilmia.h, 2015, 30. 
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hukum te.rse.but disusun, di uraikan me.njadi be.be.rapa tahapan, be.rupa 

pe.ngklasifikasian, pe.ne.laahan, inte.rpre.tasi, dan ve.rifikasi data agar nantinya 

se.buah fe.nome.na me.ngandung nilai yang ilmiah, akade.mis, dan me.nye.ntuh 

nilai sosial. Pada pe .ne.litian ini, pe.ne.liti me.nggunakan te.knik analisis 

de.skriptif. Pe.ne.liti me.nganalisis Putusan Hakim se.ngke.ta Waris Be.da 

Agama de.ngan Jumlah Ahli Waris le.bih dari Satu (Studi Putusan Nomor 

11/Pdt.P/2022/PA.Crp). 

e. Ke.simpulan 

Se.te.lah data dianalisis, langkah te.rakhir adalah me.nyimpulkan hasil 

pe.ne.litian be.rdasarkan te.muan yang dipe.role.h. Ke.simpulan ini dirumuskan 

untuk me.njawab pe.rtanyaan pe.ne.litian atau tujuan awal yang te.lah 

dite.tapkan, se.rta me.mbe.rikan re.kome.ndasi jika dipe.rlukan.23 

Langkah te.rakhir dalam prose.s pe.ngolahan data adalah ke.simpulan, 

Ke.simpulan me.rupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau 

obje.k yang dite.liti se.te.lah me.lakukan prose.s pe.ngolahan data se.be.lumnya 

(e.dit, klasifikasi, pe.me.riksaan, dan analisis data). 

G. Penelitian Terdahulu 

 Pe.ne.litian te.rdahulu me.rupakan upaya pe.ne.liti untuk me.ncari 

pe.rbandingan dan se.lanjutnya untuk me.ne.mukan inspirasi baru untuk 

pe.ne.litian se.lanjutnya. Di samping itu, kajian te.rdahulu me.mbantu 

pe.ne.litian dalam me.mposisikan pe.ne.litian se.rta me.nunjukkan orisinalitas 

 
23 Fa.kulta.s Sya.ria.h Universita.s Isla.m Negeri Ma.ula.na. Ma.lik Ibra.him Ma.la.ng, Pedoma.n Penulisa.n 

Ka.rya. Ilmia.h, 2015, 31. 
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dari pe.ne.litian.  Te .rkait pe.ne.litian ini be.lum ada pe.ne.litian te.rdahulu yang 

me.mbahas se.cara spe.sifik te.ntang se.ngke.ta waris be.da agama de.ngan 

jumlah ahli waris le.bih dari satu. Hal ini yang me.mbuat pe.ne.litian ini sangat 

me.narik untuk dikaji le.bih me.ndalam. Be.rikut ini pe.ne.litian te.rdahulu yang 

akan dipaparkan se.cara je.las: 

 Pe.rtama, artike.l ilmiah  yang ditulis ole.h Imamatus Shale.hah, 

Institut Islam Ne.ge.ri Madura (2020) de.ngan judul “Waris Beda Agama 

(Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 

16/Kag/2018)”.24 Pada pe.ne.litian ini pe.ne.liti me.mbahas te.ntang waris be.da 

agama yang hanya satu anggota ke.luarga yang be.ragama se.lain Islam. 

Pe.ne.litian yang ditulis ole.h Imamatus Shale.hah me.nggunakan je.nis 

pe.ne.litian normatif, dimana pe.ne.liti me.nganalisis putusan yang te.lah ada. 

Hasil dari pe.ne.litian ole.h Imamatus Shale.hah, yaitu Putusan MA 

16/Kag/2018 dalam me.ngadili pe.rkara kasasi me .nge.nai pe.mbagian harta 

warisan ke.pada ahi waris nonmuslim. Di mana de.ngan surat ke.putusan itu 

MA te.lah me.mbatalkan putusan pe .ngadilan Agama Tinggi Makassar 

Nomor: 59/pdt.G/ 2009/PTA yang se.be.lumnya te.lah me.mbagi harta 

pe.ninggalan te.rse.but de.ngan siste.m wasiat wajibah. Pe.rbe.daan pe.ne.litian 

ole.h Imamatus Shale.hah de.ngan pe.ne.litian ini yaitu te.rdapat pada ahli waris 

yang be.ragama se.lain Islam te.rdapat le.bih dari satu orang.  

 
24 Ima.ma.tus Sha.leha.h, Wa.ris Beda. A.ga.ma. (A.na.lisis Putusa.n Perka.ra. Kewa.risa.n Beda. A.ga.ma. da.la.m 

Putusa.n MA. 16/KA.G/2018). A.l-Ma.nha.j: Journa.l of Indonesia.n Isla.mic Fa.mily La.w, Vol.2, No.1, 

(2020), DOI: http://dx.doi.org/10.19105/a.l-ma.nha.j.v2i1.3076. 
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 Ke.dua, artike.l ilmiah yang ditulis ole.h Ilham Tohari, Karunia 

Hazyimara, Institut Agama Islam Ne.ge.ri Ke.diri (2023) de.ngan judul 

“Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif 

Yuris Islam Klasik dan Kontemporer”. Pe.ne.litian yang ditulis ole.h Ilham 

Tohari dan Karunia Hazyimara me.mbahas bagaimana pe.rspe.ktif Yuris Islam 

Klasik dan konte.mpore.r te.ntang waris be.da agama di Indone.sia. Pe .ne.litian 

ini sama-sama me.nggunakan je.nis pe.ne.litian normatif,  Pe.rbe.daan 

pe.ne.litian ini de.ngan pe.ne.litian yang ditulis ole.h Ilham Tohari dan Karunia 

Hazyimara adalah pe.ne.litian ini me.mbahas bagaimana pe.mbagian waris 

be.da agama de.ngan jumlah ahli waris le.bih dari satu.25 Adapun hasil dari 

pe.ne.litian Ilham Tohari dan Hazyimara adalah fikih be.rbasis multikultural 

dapat difahami me.lalui re.inte.pre.tasi te.ks agama me.nggunakan pe.nde.katan 

maqashid syariah dari pe.ne.litian ini adalah. 

 Ke.tiga, yaitu pe.ne.litian te.rdahulu yang ditulis ole.h Muhammad  Isra 

Wahyudi, Pe.ngadilan Agama (2021) de.ngan judul “Melacak Illat Hukum 

Larangan Waris Beda Agama”.26 Pe.ne.litian yang ditulis ole.h Muhammad  

Isra Wahyudi me.mbahas bagaimana illat hukum larangan waris be.da agama. 

Pe.rbe.daan pe.ne.litian yang ditulis ole.h Muhammad  Isra Wahyudi de.ngan 

pe.ne.litian ini adalah pe .ne.litian ini me.mbahas te.ntang bagaimana pe.mbagian 

waris be.da agama de.ngan jumlah ahli waris le.bih dari satu. Hasilnya dalam 

 
25 Ilha.m Toha.ri & Ka.runia. Ha.zyima.ra., Sta.tus Ha.k Wa.ris Perka.wina.n Beda. A.ga.ma. di Indonesia. 

Perspektif Yuris Isla.m Kla.sik Da.n Kontemporer. Pera.da.ba.n Journa.l of La.w a.nd Society, Vol. 2, 

No.1, (2023), DOI : https://doi.org/10.59001/ pjls.v2i1.75. 
26Muha.ma.d Isna. Wa.hyudi, Mela.ca.k Illa.t Hukum La.ra.nga.n Wa.ris Beda. A.ga.ma., " Jurna.l Hukum 

da.n Pera.dila.n, Vol. 10, NO.1 (2021), DOI : https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172 
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me.ne.rapkan hadis yang me.larang waris be.da agama harus de.ngan 

me.mpe.rtimbangkan ’illat hukum yang te.rkandung dalam hadis te.rse.but, 

se.suai de.ngan kaidah fikih ”Hukum be.rlaku be.rsamaan de.ngan ada atau 

tidaknya ’illat hukum te.rse.but. Dalam Islam, aturanaturan te.ntang 

ke.warisan je.las diatur ole.h Al-Qur'an dan Hadis, namun 

masalah timbul ke.tika harus me.ne.ntukan bagaimana hukum te.rse.but 

be.rlaku dalam inte.raksi de.ngan individu atau ke.luarga dari latar be.lakang 

agama yang be.rbe.da. Mayoritas ulama konve.nsional se.pakat bahwa orang 

kafir tidak bole.h me.warisi harta milik orang Muslim, be.rdasarkan 

hadishadis yang me.nguatkan larangan ini. Namun, te.rdapat pe.rbe.daan 

pe.ndapat di antara mazhab-mazhab, se.pe.rti pandangan Imam Ahmad bin 

Hanbal yang me.mbole.hkan warisan antara agama yang me.miliki ke.samaan 

atau hubungan yang positif dalam konte.ks agama Allah.   

Tabel 1.1 

No Penulis/Universitas/Tahun/Judul Persamaan Perbedaan 

1. Imamatus Shale.hah/Institut 

Islam Ne.ge.ri Madura/2020/ 

WARIS BE.DA AGAMA 

(Analisis Putusan Pe.rkara 

Ke.warisan Be.da Agama Dalam 

Putusan MA 16/Kag/2018). 

Obje.k 

pe.ne.litian 

yakni 

putusan 

hakim, 

me.mbahas 

te.ntang 

waris be.da 

agama 

Focus pada 

putusan 

akhir 

Mahkamah 

Agung 

yang batal. 

Pe.ne.liti 

me.mbahas 

waris be.da 

agama 

yang 

hanya 

te.rdapat 

satu 

anggota 

ke.luarga 
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yang 

be.ragama 

se.lain 

Islam. 

2. Ilham Tohari, Karunia 

Hazyimara/Institut Agama Islam 

Ne.ge.ri Ke.diri/2023/Status Hak 

Waris Pe.rkawinan Be.da Agama di 

Indone.sia Pe.rspe.ktif Yuris Islam 

Klasik dan Konte.mpore.r. 

Je.nis 

pe.ne.litian 

normatif, 

me.mbahas 

waris be.da 

agama 

Pe.ne.litian 

te.rse.but 

focus 

me.mbahas 

te.ntang 

waris be.da 

agama di 

Indone.sia 

me.nurut 

yuris klasis 

dan 

konte.mpor

e.r. 

3. Muhammad Isna 

Wahyudi/Pe.ngadilan 

Agama/2021/Me.lacak Illat Hukum 

Larangan Waris Be.da Agama. 

Je.nis 

pe.ne.litian 

sama-sama 

me.nggunak

an je.nis 

normatif 

me.mbahas 

waris be.da 

agama. 

Fokus pada 

pe.ne.litian ini 

me.mpe.rtimba

ngkan 

bagaimana 

ajaranajaran 

Islam te.ntang 

pe.warisan 

 

Dari pe.ne.litian te.rdahulu di atas maka dapat disimpulkan nove.lty 

dari pe.ne.litian ini adalah te.rkait se.ngke.ta waris be.da agama de.ngan 

jumlah ahli waris le.bih dari satu. Hal ini yang me.mbuat pe.ne.litian ini 

sangat me.narik untuk dikaji le.bih me.ndalam. 

H. Sistematika Pembahasan 

Hasil analisis pe.ne.litian akan dilaporkan dalam be.ntuk skripsi 

de.ngan siste.matika pe.mbahasan yang te.rarah. Pe.ne.liti akan me.nulis 

hasil analisis ini de.ngan me.mbagi me.njadi 4 bab yaitu: 
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Bab I me.rupakan bab pe .ndahuluan yang me.muat be.be.rapa sub 

bab, diantaranya latar be.lakang masalah Analisis Yuridis te.rhadap 

Putusan Hakim Se.ngke.ta Waris Be.da Agama  rumusan masalah yang 

muncul dari latar be.lakang, tujuan dari pe.ne.litian, manfaat pe.ne.litian 

yang dapat dipe.role.h dari pe.ne.litian ini, pe.ne.litian te.rdahulu, ke.rangka 

te.ori, me.tode. pe.ne.litian se.rta siste.matika pe.ne.litian. 

Bab II me.rupakan tinjauan Pustaka te.ntang landasan te.ori yang 

be.risi tinjauan umum dan ke.rangka te.ori yang me.mbahas me.nge.nai 

Analisis Yuridis te.rhadap Putusan Hakim Se.ngke.ta Waris Be.da Agama 

de.ngan Jumlah Ahki Waris Le.bih dari Satu (Studi Putusan 

No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp).  

Bab III adalah de.skripsi me.tode. pe.ne.litian yang be.risi je.nis 

pe.ne.litian yuridis normatif, pe.nde.katan pe.ne.litian de.ngan pe.nde.katan 

konse.ptual (conce.p tual approach) dan pe.nde.katan kasus (case . 

approach). Je.nis dan sumbe.r data yang te.rdiri dari data prime.r, 

se.kunde.r, dan te.rsie.r. Pe.nde.katan pe.ne.litian se.rta pe.ngumpulan data dan 

pe.ngolahannya juga dije.laskan dalam bab ini. Hasil Pe.ne.litian dan 

Analisis yang disajikan ole.h pe.ne.liti dalam be.ntuk data-data yang te.lah 

dipe.role.h dari bahan hukum prime.r, se.kunde.r, dan te.rsie.r yang 

ke.mudian dilanjutkan de.ngan prose.s analisis se.hingga didapat jawaban 

atas pe.rmasalahan yang diangkat ole.h pe.ne.liti. Pada bab ini pe.ne.liti 

akan me.maparkan Analisis Yuridis te.rhadap Putusan Hakim Se.ngke.ta 
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Waris Be.da Agama de.ngan Jumlah Ahli Waris Le.bih dari Satu (Studi 

Putusan No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp). 

Bab IV be.risi ke.simpulan yang diambil dari se.mua uraian 

pe.nje.lasan yang dibahas pada pe.ne.litian, dan be.risi saran se.rta pe.nutup. 

Ke.simpulan diajukan se.te.lah dianalisis pada bab IV be.rdasarkan 

ke.simpulan hasil pe.ne.litian, saran dike.mukakan se.bagai re.kome.ndasi 

hasil pe.ne.litian skripsi be.rkaitan de.ngan Analisis Yuridis te.rhadap 

Putusan Hakim Se.ngke.ta Waris Be.da Agama de.ngan Jumlah Ahli Waris 

Le.bih dari Satu (Studi Putusan No.11/Pdt.P/2022/PA.Crp). 

 

 

 



 
 

BAB II 

WASIAT WAJIBAH, TEORI KEADILAN, PENGADILAN AGAMA 

A. Wasiat Wajibah 

1. Pengertian wasiat wajibah 

Wasiat me.rupakan konse.p hukum dan sosial yang sangat pe.nting 

dalam tradisi ke.islaman, me.miliki akar yang me.ndalam dalam ajaran Al-

Qur'an dan praktik sosial Muslim se.panjang se.jarah.27 Se.cara e.timologis, 

kata "wasiat" be.rasal dari bahasa Arab yang be.rmakna pe.san, amanah, atau 

pe.rintah yang disampaikan se.se.orang ke.pada pihak lain untuk dilaksanakan 

se.te.lah yang be.rsangkutan me.ninggal dunia.28 Dalam konte.ks hukum Islam, 

wasiat me.miliki de.finisi te.knis yang komple.ks dan multidime.nsional, yang 

me.lampaui se.kadar pe.mbagian harta warisan konve.nsional.29 

Se.cara yuridis, wasiat dapat dipahami se.bagai ke.he.ndak sukare.la 

se.se.orang (pe.wasiat) untuk me.mbe.rikan se.bagian hartanya ke.pada pihak 

te.rte.ntu atau untuk tujuan te.rte.ntu yang akan dilaksanakan se.te.lah 

ke.matiannya.30 Batasan utama dalam praktik wasiat adalah tidak bole.h 

me.le.bihi se.pe.rtiga dari total harta ke.kayaan pe.wasiat, de.ngan tujuan 

me.njaga ke.pe.ntingan ahli waris langsung dan me.nce.gah pote.nsi konflik 

ke.warisan. 

Pada dasarnya me.mbe.ri wasiat me.rupakan tindakan ikhtiariyah 

yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan ke.mauan se.ndiri dalam 

 
27 Wa.hba.h A.l-Zuha.ili, A.l-Fiqh A.l-Isla.mi wa. A.dilla.tuhu, Da.r A.l-Fikr, Da.ma.skus, 1989. 
28 Ibn Ma.nzur, Lisa.n A.l-A.ra.b, Da.r Sa.der, Beirut, 1414 H. 
29 Kompila.si Hukum Isla.m Indonesia., Ba.b II Pa.sa.l 194-195 tenta.ng Wa.sia.t. 
30 Muha.mma.d A.bu Za.hra.h, A.hka.m A.l-Ta.rika.h wa. A.l-Mira.ts, Da.r A.l-Fikr A.l-A.ra.bi, Ka.iro, 1957. 
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ke.adaan bagaimanapun. De.ngan de.mikian se.tiap orang be .bas apakah 

me.mbuat wasiat atau tidak me.mbuat wasiat. Akan te.tapi, se.bagian ulama 

be.rpe.ndapat bahwa ke.be.basan untuk me.mbuat wasiat atau tidak bagi yang 

ke.rabat de.kat.31 Jadi se.tiap orang be.rhak me.wasiatkan harta be.ndanya 

ke.pada siapa yang dike.he.ndakinya, te.tapi harus se.suai de.ngan aturan 

hukum yang me.ngaturnya, pe.nguasa maupun hakim tidak dapat me.maksa 

se.se.orang untuk me .mbe.rikan wasiat. Namun de.mikian pe.nguasa atau 

hakim se.bagai aparat ne.gara, me .mpunyai we.we.nang untuk me.maksa atau 

me.mbe.ri surat putusan wajib wasiat yang te.rke.nal de.ngan wasiat wajibah 

ke.pada orang te.rte.ntu dalam ke.adaan te.rte.ntu. 

Se.cara te.rminologi, makna wasiat wajibah tidak bisa dile.paskan dari 

makna wasiat. Wasiat me.nurut Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II 

Pasal 170 adalah, “Pe.mbe.rian suatu be.nda dari pe.waris ke.pada orang lain 

atau le.mbaga yang akan be.rlaku se.te.lah pe.waris me.ninggal dunia”. 

Be.rdasarkan pe.nge.rtian wasiat se.cara umum te.rse.but dapat disimpulkan 

bahwa wasiat wajibah yang te.rdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, 

“Pe.mbe.rian suatu be.nda dari pe.waris ke.pada orang lain yang bukan ahli 

waris yang diambil ole.h hakim se.te.lah pe.waris me.ninggal dunia”. Adapun 

dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi wasiat wajibah baik dalam 

Kompilasi Hukum Islam maupun pe.ndapat imam mazhab kurang le.bih 

sama.32 

 
31 A.ulia. Muthia.h da.n Novy Sri Pra.tiwi Ha.rda.ni, Hukum Wa.ris Isla.m, (Yogja.ka.rta. : Pusta.ka. Yustisia., 

2015), 129. 
32 A.nonimus, Kompila.si Hukum Isla.m (Ba.ndung: Huma.niora. Uta.ma. Press, 1992), 73 
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 Wasiat wajibah me.rupakan konstruksi hukum yang komple.ks dalam 

ranah ke.warisan Islam konte.mpore.r, me.nandakan e.volusi dinamis 

pe.mikiran hukum Islam dalam me.re.spons transformasi sosial dan 

ke.butuhan ke .adilan substantif. Konse.p ini muncul se.bagai re.spons kritis 

te.rhadap ke .te.rbatasan me.kanisme. ke.warisan tradisional yang ke.rap kali 

me.ngabaikan ke.pe.ntingan ke.lompok marginal dan re.ntan.33 Wasiat wajibah 

adalah tindakan yang dilakukan ole.h pe.nguasa yang diwakili ole.h hakim 

dalam lingkup pe.radilan se.bagai aparat ne.gara untuk me.maksa atau 

me.mbe.ri putusan wasiat bagi orang yang te.lah me.ninggal dunia, yang 

dibe.rikan ke.pada orang yang te.rte.ntu dan dalam ke.adaan te.rte.ntu pula.34 

Ke.be.radaan wasiat wajibah dalam siste.m hukum ke.luarga Islam te.rutama 

bila dihubungkan de.ngan hukum ke.warisan me.miliki ke.dudukan sangat 

pe.nting te.rutama dalam me.njaga dan me.njamin ke.se.jahte.raan ke.luarga atau 

masyarakat. 

2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah 

Dasar hukum wasiat wajibah te.rdapat pada surah, Al baqoroh 180 : 

لِدَيْنِ   ٱلْوَصِيَّةُ   خَيْراً تَ رَكَ   إِن ٱلْمَوْتُ   أَحَدكَُمُ   حَضَرَ  إِذَا  عَلَيْكُمْ  كُتِبَ  وَٱلْأقَْ رَبِينَ   للِْوَٰ  

ٱلْمُتَّقِينَ   عَلَى  حَقًّا   بٱِلْمَعْرُوفِ   

Diwajibkan atas kamu, apabila maut he.ndak me.nje.mput 

se.se.orang diantara kamu, jika dia me.ninggalkan harta, be.rwasiat 

 
33 Muha.mma.d A.tho Mudzha.r, Memba.ca. Gelomba.ng Ijtiha.d: A.nta.ra. Tra.disi da.n Libera.si 

(Yogya.ka.rta.: Pusta.ka. Pela.ja.r, 2010), 45.  
34 A.bdul Ma.na.n, A.neka. Ma.ṣa.la.h Hukum Perda.ta. Iṣla.m di Indoneṣia., Ja.ka.rta.: PT. Kenca.na. Media. 

Group, 2008, 166. 
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untuk ke.dua orang tua dan karib ke.rabat de.ngan cara yang 

baik,(se.bagai) ke.wajiban bagi orang-orang yang be.rtakwa.35 

Dise.butkan juga dalam surah Al Maidah  

اثْ نَانِ   الْوَصِيَّةِ   حِينَ  الْمَوْتُ   أَحَدكَُمُ  حَضَرَ   إِذَا  بَ يْنِكُمْ   شَهَادَةُ   آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  ياَ    

مُصِيبَةُ  فأََصَابَ تْكُمْ   الْأَرْضِ   فِ   ضَرَبْ تُمْ   أنَْ تُمْ   إِنْ  غَيْركُِمْ  مِنْ   آخَراَنِ   أَوْ   مِنْكُمْ  عَدْل    ذَوَا  

تُمْ   إِنِ  بِاللَِّ   فَ يُ قْسِمَانِ   الصَّلَاةِ   بَ عْدِ   مِنْ  تَحْبِسُونََمَُا     الْمَوْتِ  ثََنًَا  بهِِ   نَشْتََِي  لَ   ارْتَ ب ْ  

الْْثَِينَ   لَمِنَ   إِذًا  إِناَّ   اللَِّ   شَهَادَةَ   نَكْتُمُ   وَلَ      قُ رْبَٰ   ذَا  كَانَ   وَلَوْ   

Wahai orang-orang yang be.riman! Apabila salah se.orang (di 

antara) kamu me.nghadapi ke.matian, se.dang dia akan be.rwasiat, 

maka he.ndaklah (wasiat itu) disaksikan ole.h dua orang yang adil di 

antara kamu, atau dua orang yang be.rlainan (agama) de.ngan kamu. 

Jika kamu dalam pe.rjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya 

ke.matian, he.ndaklah kamu tahan ke.dua saksi itu se.te.lah salat, agar 

ke.duanya be.rsumpah de.ngan nama Allah jika kamu ragu-ragu, 

De.mi Allah kami tidak akan me.ngambil ke.untungan de.ngan 

sumpah ini, walaupun dia karib ke.rabat, dan kami tidak 

me.nye.mbunyikan ke.saksian Allah; se.sungguhnya jika de.mikian 

te.ntu kami te.rmasuk orang-orang yang be.rdosa.36 

3. Syarat Mendapatkan Wasiat Wajibah 

Wasiat wajibah adalah pe.mbe.rian wasiat yang ditujukan ke.pada ahli 

waris atau ke.rabat yang tidak me.ndapatkan bagian dari harta warisan orang 

yang me.ninggal, kare.na adanya halangan me.nurut hukum syariat. Biasanya, 

wasiat wajibah ini dibe.rikan ke.pada ke.rabat yang se.be.narnya be.rhak 

me.ne.rima warisan. Namun, kare.na alasan te.rte.ntu, hak me.re.ka atas warisan 

me.njadi batal atau te.rhalang. Ole.h kare.na itu, me.re.ka yang tidak 

 
35 Depa.rtemen A.ga.ma. RI, A.l-qur’a.n da.n Terjema.ha.nnya., (Ba.ndung: Diponegoro, 2010), 80 
36 Depa.rtemen A.ga.ma. RI, A.l-qur’a.n da.n Terjema.ha.nnya., (Ba.ndung: Diponegoro, 2010),  120 
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me.mpe.role.h warisan dapat me.ne.rima harta me.lalui me.kanisme. wasiat 

wajibah.  Se.pe.rti kasus yang se.dang dite.liti pe.ne.liti me.nge.nai pe.mbagian 

waris untuk ke.luarga yang be.ragama Islam dan wasiat wajibah untuk 

ke.luarga yang be.ragama se.lain Islam. 

Pada dasarnya ke.luarga yang ditinggal mati akan me.ndapat warisan. 

Akan te.tapi dalam kasus ini be.be.rapa anak pe.waris ada yang be.ragama 

se.lain Islam maka me.ndapatkan harta warisan dan harta yang dipe.role.hnya 

itu dite.mpuh me.lalui jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu 

be.ntuk pe.mbe.rian harta warisan yang dibe.rikan ke.pada ahli waris yang 

tidak me.ndapatkan bagian waris me.nurut hukum waris Islam, khususnya 

bagi anak angkat atau orang tua angkat.37 Adapun syarat-syarat untuk 

me.ndapatkan wasiat wajibah adalah se.bagai be.rikut: 

a. Status Ke.ke.luargaan Pe.ne.rima wasiat wajibah harus me.miliki ikatan 

ke.ke.luargaan yang je.las de.ngan pe.waris, me.skipun tidak te.rmasuk 

dalam ahli waris utama. Biasanya ini be.rlaku untuk anak angkat atau 

orang tua angkat yang te.lah me.mbe.rikan pe.ngasuhan dan 

pe.me.liharaan se.lama hidupnya.38 

b. Tidak Me.ndapatkan Warisan Se.cara Langsung Pe.ne.rima wasiat 

wajibah adalah me.re.ka yang tidak me.ndapatkan pe.mbagian warisan 

se.cara langsung me.nurut ke.te.ntuan hukum waris Islam. Hal ini 

 
37 A.hma.d Rofiq, Hukum Perda.ta. Isla.m Indonesia. (Ja.ka.rta.: Ra.ja.wa.li Press, 2013), 45. 
38 Muha.mma.d Sya.iful A.nwa.r, Wa.sia.t Wa.jiba.h da.la.m Perspektif Hukum Isla.m (Yogya.ka.rta.: Pusta.ka. 

Pela.ja.r, 2016), 78. 
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dise.babkan me.re.ka tidak me.me.nuhi krite.ria ahli waris se.suai de.ngan 

ke.te.ntuan fiqh39. 

c. Me.miliki Hubungan De.kat dan Be.rjasa Pe.ne.rima wasiat wajibah 

harus me.miliki hubungan de.kat dan te.lah me.mbe.rikan jasa yang 

signifikan ke.pada pe.waris. Misalnya, anak angkat yang te.lah 

me.rawat dan me.me.lihara orang tua angkatnya de.ngan baik40. 

d. Ke.putusan Pe.ngadilan Pe.mbe.rian wasiat wajibah harus me.lalui 

putusan pe.ngadilan yang sah. Maje.lis hakim akan 

me.mpe.rtimbangkan be.rbagai aspe.k, te.rmasuk kontribusi dan jasa 

pe.ne.rima wasiat ke.pada pe.waris.41 

e. Tidak Me.le.bihi Se.pe.rtiga Harta Warisan Be.saran wasiat wajibah 

tidak bole.h me.le.bihi se.pe.rtiga dari total harta warisan. Hal ini se.suai 

de.ngan prinsip pe.mbagian warisan dalam hukum Islam.42 

f. Me.mpe.rtimbangkan Kondisi E.konomi Pe.ngadilan akan 

me.mpe.rtimbangkan kondisi e.konomi pe.ne.rima wasiat dan 

ke.butuhan hidupnya dalam me.ne.ntukan be.saran wasiat wajibah.43 

4. Pelaksanaan wasiat wajibah 

Wasiat me.rupakan salah satu ke.we.nangan utama Pe.ngadilan Agama 

be.rdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 te.ntang Pe.radilan 

Agama, yang te.lah dipe.rbarui me.lalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

 
39 Za.inuddin A.li, Hukum Wa.ris Isla.m (Ja.ka.rta.: Sina.r Gra.fika., 2010), 62. 
40 Ha.biburra.hma.n, Rekonstruksi Hukum Kewa.risa.n Isla.m di Indonesia. (Ja.ka.rta.: Kenca.na., 2011),89. 
41 Kompila.si Hukum Isla.m Pa.sa.l 209 a.ya.t (2). 
42 A.bdul Ma.na.n, A.neka. Ma.sa.la.h Hukum Perda.ta. Isla.m di Indonesia. (Ja.ka.rta.: Kenca.na., 2006), 117. 
43 Ma.hka.ma.h A.gung Republik Indonesia., Pedoma.n Teknis A.dministra.si da.n Teknis Pera.dila.n 

A.ga.ma. (Ja.ka.rta.: Ma.hka.ma.h A.gung RI, 2014), 53. 
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2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun, hingga saat ini 

be.lum ada undang-undang yang se.cara khusus me.ngatur hukum mate.riil 

te.ntang wasiat. Satu-satunya aturan yang me.mbahas wasiat adalah 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dite.rbitkan me.lalui Instruksi Pre.side.n 

Nomor 1 Tahun 1991. KHI, khususnya Pasal 194 hingga Pasal 209, 

me.ngatur te.ntang wasiat dan dianggap se.bagai hukum mate.riil yang 

dite.rapkan di lingkungan Pe.ngadilan Agama.44 

Wasiat wajibah me.rupakan wasiat yang pe.laksanaannya tidak 

dipe.ngaruhi atau tidak be.rgantung ke.pada ke.mauan atau ke.he.ndak yang 

me.ninggal dunia. Wasiat ini te.tap dilaksanakan, baik diucapkan atau 

dike.he.ndaki maupun tidak ole.h orang yang me.ninggal dunia. Kare.na itu, 

pe.laksanaan wasiat wajibah tidak me.me.rlukan bukti bahwa wasiat te.rse.but 

diucapkan atau ditulis atau dike.he.ndaki, te.tapi pe.laksanaannya didasarkan 

ke.pada alasan-alasan hukum yang me.mbe.narkan bahwa wasiat te.rse.but 

harus dilaksanakan.45 

Dalam konte.ks pe.laksanaannya, pe.mbagian wasiat wajibah 

dilakukan se.te.lah pe.nye.le.saian hutang pe.waris dan se.be.lum pe.mbagian 

warisan ke.pada ahli waris. Hal ini se.suai de.ngan ke.te.ntuan dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang me.nyatakan bahwa wasiat wajibah dibatasi maksimal 

se.pe.rtiga dari harta pe.ninggalan. Jika me.le.bihi ke.te.ntuan te.rse.but, maka 

 
44 Ya.hya. Ha.ra.ha.p, Keduduka.n Kewena.nga.n da.n A.ca.ra. Pera.dila.n A.ga.ma. (Ja.ka.rta.: Sina.r Gra.fika., 

2001), 148. 
45 Fa.tchur Ra.hma.n, Ilmu Wa.ris (Ba.ndung: A.l-Ma.'a.rif, 1981), 63. 
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harus ada pe.rse.tujuan dari se.luruh ahli waris. Pe.mbatasan ini dimaksudkan 

untuk me.lindungi hak-hak ahli waris lainnya.46 

Prose.dur pe.mbagian wasiat wajibah dimulai de.ngan pe.ne .tapan 

pe.ngadilan agama yang me.ne.ntukan status pe.ne.rima wasiat wajibah. Dalam 

praktiknya, hakim akan me.mpe.rtimbangkan be.rbagai aspe.k se.pe.rti 

hubungan antara pe.waris de.ngan pe.ne.rima wasiat, kondisi e.konomi 

pe.ne.rima wasiat, dan kontribusi pe.ne.rima wasiat te.rhadap pe.waris se.masa 

hidupnya. Pe.rtimbangan ini pe.nting untuk me.mastikan bahwa pe.mbe.rian 

wasiat wajibah se.suai de.ngan prinsip ke.adilan dan ke.maslahatan.47 

Imple.me.ntasi pe.mbagian wasiat wajibah juga me.mpe.rhatikan 

aspe.k-aspe.k te.knis se.pe.rti inve.ntarisasi harta pe.ninggalan, pe.nghitungan 

nilai total harta, dan pe.ne.ntuan be.saran yang akan dibe.rikan ke.pada 

pe.ne.rima wasiat wajibah. Dalam hal ini, pe.ngadilan agama me.miliki pe.ran 

pe.nting dalam me.mastikan prose.s pe.mbagian be.rjalan se.suai de.ngan 

ke.te.ntuan hukum yang be.rlaku. Jika te.rjadi se.ngke.ta dalam pe.laksanaannya, 

pe.ngadilan agama be.rwe.nang untuk me.nye.le.saikan pe.rmasalahan te.rse.but 

me.lalui me.kanisme. yang te.lah dite.ntukan.48 

Dalam kasus-kasus te.rte.ntu, pe.laksanaan wasiat wajibah dapat 

me.ngalami komple.ksitas, te.rutama ke.tika be.rhadapan de.ngan siste.m 

ke.warisan adat atau ke.tika te.rdapat konflik ke.pe.ntingan antara pe.ne.rima 

wasiat de.ngan ahli waris. Untuk me.ngatasi hal ini, dipe.rlukan pe.nde.katan 

 
46 A.hma.d Rofiq, Hukum Perda.ta. Isla.m di Indonesia. (Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2013), 371. 
47 A.bdul Ma.na.n, A.neka. Ma.sa.la.h Hukum Perda.ta. Isla.m di Indonesia. (Ja.ka.rta.: Kenca.na., 2006), 169. 
48 A.mir Sya.rifuddin, Hukum Kewa.risa.n Isla.m (Ja.ka.rta.: Prena.da. Media., 2004), 276. 
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yang kompre.he.nsif de.ngan me.mpe.rtimbangkan aspe.k yuridis, sosiologis, 

dan nilai-nilai ke.adilan. Pe.ran aktif pe.ngadilan agama dan ke.sadaran hukum 

para pihak me.njadi kunci dalam me.mastikan pe.laksanaan wasiat wajibah 

be.rjalan de .ngan baik.49 

5. Macam Wasiat Wajibah 

Dalam konte.ks hukum Islam, wasiat wajibah me.miliki be.be.rapa 

macam be.ntuk yang didasarkan pada hubungan antara pe.waris de .ngan 

pe.ne.rima wasiat. Se.cara garis be.sar, wasiat wajibah dapat diklasifikasikan 

ke. dalam be.be.rapa kate.gori be.rdasarkan pe.ne.rimanya dan situasi khusus 

yang me.latarbe.lakanginya.50 

Pe.rtama, wasiat wajibah untuk anak angkat. Be.ntuk wasiat ini 

didasarkan pada hubungan pe.ngangkatan anak yang sah me.nurut hukum. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat be.rhak me.ne.rima wasiat 

wajibah maksimal se.pe.rtiga dari harta pe .ninggalan orang tua angkatnya. 

Hal ini dimaksudkan se.bagai be.ntuk pe.nghargaan atas hubungan yang te.lah 

te.rjalin dan tanggung jawab pe.me.liharaan yang te.lah dilakukan.51 

Ke.dua, wasiat wajibah untuk orang tua angkat. Se.pe.rti halnya anak 

angkat, orang tua angkat juga me.miliki hak untuk me.ne.rima wasiat wajibah 

dari anak angkatnya. Ke.te.ntuan ini didasarkan pada asas timbal balik dalam 

hubungan pe.ngangkatan anak, di mana orang tua angkat yang te.lah 

 
49 Sa.tria. Effendi M. Zein, Problema.tika. Hukum Kelua.rga. Isla.m Kontemporer (Ja.ka.rta.: Kenca.na., 

2010), 188. 
50 A.mir Sya.rifuddin, Hukum Kewa.risa.n Isla.m (Ja.ka.rta.: Prena.da. Media., 2004), 280. 
51 Kompila.si Hukum Isla.m Pa.sa.l 209. 
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me.mbe.rikan kasih sayang dan pe.me.liharaan be.rhak me.ndapatkan pe.rhatian 

se.rupa dari anak angkatnya.52 

Ke.tiga, wasiat wajibah untuk cucu yatim. Dalam be.be.rapa 

inte.rpre.tasi hukum Islam, cucu yang orang tuanya me.ninggal te.rle.bih 

dahulu se.be.lum kake.k atau ne.ne.knya be.rhak me.ndapatkan wasiat wajibah. 

Hal ini dimaksudkan untuk me.lindungi hak-hak cucu yang te.rhalang untuk 

me.ndapatkan warisan kare.na posisi me.re.ka yang te.rhijab ole.h ahli waris 

lain.53 

Ke.e.mpat, wasiat wajibah untuk ke.rabat nonmuslim. Me.skipun 

te.rdapat pe.rbe.daan pe.ndapat di kalangan ulama, be.be.rapa yurisprude.nsi 

pe.ngadilan agama te.lah me.mbe.rikan wasiat wajibah ke.pada ahli waris 

nonmuslim atas dasar pe.rtimbangan ke.manusiaan dan harmonisasi 

hubungan antarumat be.ragama. Pe.mbe.rian ini te.tap dibatasi maksimal 

se.pe.rtiga dari harta pe.ninggalan.54 

Ke.lima, wasiat wajibah untuk ke.rabat yang te.rhalang warisan. 

Dalam situasi te.rte.ntu, ke.rabat yang se.cara hukum te.rhalang untuk 

me.ndapatkan warisan dapat dibe.rikan wasiat wajibah se.bagai be.ntuk 

ke.bijaksanaan dan upaya me.nciptakan ke.adilan. Hal ini te.rutama be.rlaku 

bagi ke.rabat yang me.miliki hubungan de.kat de.ngan pe.waris dan te.lah 

me.mbe.rikan kontribusi signifikan dalam ke.hidupan pe.waris.55 

 
52 A.bdul Ma.na.n, A.neka. Ma.sa.la.h Hukum Perda.ta. Isla.m di Indonesia. (Ja.ka.rta.: Kenca.na., 2006),166. 
53 Fa.tchur Ra.hma.n, Ilmu Wa.ris (Ba.ndung: A.l-Ma.'a.rif, 1981), 65. 
54 A.hma.d Rofiq, Hukum Perda.ta. Isla.m di Indonesia. (Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2013), 375. 
55 Sa.tria. Effendi M. Zein, Problema.tika. Hukum Kelua.rga. Isla.m Kontemporer (Ja.ka.rta.: Kenca.na., 

2010), 192. 
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Be.rdasarkan pe.maparan di atas pe.ne.liti me.nyimpulkan Wasiat 

wajibah me.nunjukkan dinamika hukum Islam dalam me.re.spons pe.rubahan 

sosial dan ke.butuhan ke.adilan. Konse.p ini me.nce.rminkan fle.ksibilitas 

hukum Islam yang be.rupaya me.lindungi ke.lompok re.ntan dan me.nciptakan 

ke.se.imbangan dalam pe.mbagian harta pe.ninggalan. Dalam praktiknya, 

pe.laksanaan wasiat wajibah se.ring me.nghadapi tantangan, te .rutama dalam 

konte.ks pe.rbe.daan pandangan hukum, konflik ke.pe.ntingan, atau siste.m 

ke.warisan adat yang be.rbe.da. Ole.h kare.na itu, pe.ran pe.ngadilan agama dan 

ke.sadaran hukum masyarakat me.njadi sangat pe.nting untuk me.mastikan 

pe.laksanaan wasiat wajibah be.rjalan se.suai de.ngan prinsip ke.adilan dan 

maslahat. Se.cara ke.se.luruhan, wasiat wajibah adalah instrume.n hukum 

yang tidak hanya me.mpromosikan ke.adilan substantif dalam ke.warisan 

Islam te.tapi juga me.nce.rminkan e.volusi pe.mikiran hukum Islam yang 

be.radaptasi de.ngan ke.butuhan zaman.  

B. Teori keadilan 

1. Pengertian Keadilan 

Ke.adilan adalah gagasan yang se.ring me.njadi bahan pe.rde.batan. 

Pe.rannya sangat pe.nting dalam ke.hidupan masyarakat dan ne.gara, kare.na 

ke.adilan tidak hanya me.nyangkut hak se.orang individu, te.tapi juga 

hubungannya de.ngan orang lain, masyarakat, dan ne.gara. Cara se.se.orang 

be.rtindak adil te.rhadap dirinya se.ndiri dan orang lain sangat be.rgantung 

pada pe.rilakunya. Be.gitu pula, ke.adilan yang dibe.rikan ole.h ne.gara ke.pada 

warganya dipe.ngaruhi ole.h se.be.rapa be.sar ne.gara me.njamin ke.se.jahte.raan, 
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manfaat, dan ke.bahagiaan bagi me.re.ka. Ole.h kare.na itu, pe.mbahasan 

te.ntang ke.adilan te.rus be.rke.mbang se.iring waktu, se.hingga konse.p ke.adilan 

pun be.rubah dan tidak te.tap. Dari pe.mikiran filsafat klasik hingga mode.rn, 

se.tiap zaman me.miliki pandangan yang be.rbe.da te.ntang ke.adilan. 

Ke.adilan me.rupakan konse.p filosofis, sosial, dan e.tis yang sangat 

komple.ks dan multidime.nsional, yang te.lah me.njadi bahan pe.mikiran para 

filsuf, pe.mikir hukum, te.olog, dan pe.mikir sosial se.panjang se.jarah 

pe.radaban manusia.56 Te.ori ke.adilan me.rupakan konstruksi pe.mikiran 

filosofis yang me.ngkaji se.cara me.ndalam te.ntang hakikat, prinsip, dan 

manife.stasi ke.adilan dalam ke.hidupan manusia. 

Dalam konte.ks filosofis, ke.adilan dipahami se.bagai nilai 

fundame.ntal yang me.njadi landasan moral dan e.tis dalam me.ngatur 

hubungan antarmanusia dan me.mbangun tatanan sosial yang harmonis. 

Konse.p ini te.lah me.njadi obje.k kajian para filsuf se.jak zaman klasik hingga 

e.ra konte.mpore.r, me.nghasilkan be.rbagai pe.rspe.ktif dan inte.rpre.tasi yang 

me.mpe.rkaya pe.mahaman kita te.ntang makna ke.adilan.57  

Dalam pe.rke.mbangan historisnya, pe.mahaman te.ntang ke.adilan 

me.ngalami e.volusi yang signifikan. Plato, se.bagai salah satu pionir dalam 

kajian ke.adilan, me.mandangnya se.bagai ke.bajikan te.rtinggi yang harus 

diwujudkan dalam ke.hidupan individu dan masyarakat. Baginya, ke.adilan 

te.rwujud ke.tika se.tiap orang me.njalankan pe.rannya se.suai de.ngan 

 
56 Ma.rtha. Nussba.um, The Frontiers of Justice: Disa.bility, Na.tiona.lity, Species Membership, Ha.rva.rd 

University Press, 2006. 
57 John Ra.wls, A. Theory of Justice (Ha.rva.rd University Press, 1971), 3-15. 
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ke.mampuan dan fungsinya dalam masyarakat. Pe.mikiran ini ke.mudian 

dipe.rdalam ole.h Aristote.le.s yang me.mbagi ke.adilan me.njadi ke.adilan 

distributif dan ke.adilan komutatif. Ke.adilan distributif be.rkaitan de.ngan 

pe.mbagian sumbe.r daya dan ke.se.mpatan se.cara proporsional, se.me.ntara 

ke.adilan komutatif me.ne.kankan pada prinsip pe.rsamaan dalam pe.rtukaran 

dan transaksi.58 

Dalam konte.ks imple.me.ntasi praktis, te.ori ke.adilan te.lah 

me.mbe.rikan pe.ngaruh signifikan te.rhadap pe.mbe.ntukan siste.m hukum dan 

ke.bijakan publik. Gustav Radbruch me.ngide.ntifikasi tiga nilai dasar 

hukum: ke.adilan, ke.pastian, dan ke.manfaatan. Ke.tiga nilai ini se.ringkali 

be.rada dalam ke.te.gangan diale.ktis, di mana upaya me.wujudkan satu nilai 

dapat be.rbe.nturan de.ngan nilai lainnya. Namun, ke.adilan te.tap dite.mpatkan 

se.bagai nilai te.rtinggi yang harus diprioritaskan dalam pe.mbe.ntukan dan 

pe.ne.gakan hukum.59 

Pe.rspe.ktif konte.mpore.r te.ntang ke.adilan te.lah be.rke.mbang 

me.lampaui batasan-batasan tradisional, me.ncakup isu-isu global se.pe.rti 

ke.adilan lingkungan, ke.adilan digital, dan ke.adilan antarge.ne.rasi. Amartya 

Se.n, misalnya, me.nge.mbangkan pe.nde.katan yang le.bih pragmatis dalam 

me.mahami ke.adilan, de.ngan me.ne.kankan pe.ntingnya me.mbandingkan 

situasi nyata ke.timbang me.ncari prinsip-prinsip ke.adilan yang ide.al dan 

 
58 A.ristoteles, Nicoma.chea.n Ethics, terjema.ha.n W.D. Ross (Oxford University Press, 1925), 89-112. 
59 Gusta.v Ra.dbruch, Lega.l Philosophy, terjema.ha.n Kurt Wilk (Ha.rva.rd University Press, 1950), 

107-129. 
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absolut. Pe.nde.katan ini me.mbe.rikan ruang bagi pe.rtimbangan konte.kstual 

dan cultural dalam imple.me.ntasi ke.adilan.60 

2. Teori Keadilan Menurut Filsuf 

Pandangan Aristote.le.s te.ntang ke.adilan dapat dite.mukan dalam 

karya-karyanya se.pe.rti Nicomache.an E.thics, Politics, dan Rhe.toric. Se.cara 

khusus, dalam Nicomache.an E.thics, buku te.rse.but se.pe.nuhnya me.mbahas 

te.ntang ke.adilan. Dalam filsafat hukum Aristote.le.s, ke.adilan dianggap 

se.bagai inti utama, kare.na hukum hanya dapat dite.gakkan jika be.rkaitan e.rat 

de.ngan ke.adilan.61 Aristote.le.s me.mahami ke.adilan dalam pe.nge.rtian 

ke.samaan. Dalam ke.samaan nume.rik, se.tiap manusia disamakan dalam satu 

unit. Misalnya se.mua orang sama di hadapan hukum.Ke.mudian ke.samaan 

proporsional adalah me.mbe.rikan ke.pada se.tiap orang apa yang me.njadi 

haknya, se.suai ke.mampuan dan pre.stasinya.  

Aristote.le.s me.nge.mbangkan te.ori ke.adilan yang me.njadi fondasi 

pe.nting dalam filsafat hukum dan e.tika politik hingga saat ini. Dalam 

karyanya Nicomache.an E.thic, ia me.nge.mukakan bahwa ke.adilan 

me.rupakan ke.utamaan yang paling se.mpurna kare.na praktiknya se.lalu 

me.libatkan hubungan antara se.se.orang de.ngan orang lain.62 Ke.adilan, 

me.nurut Aristote.le.s, tidak hanya be.rbicara te.ntang distribusi hak dan 

ke.wajiban, te.tapi juga te.ntang bagaimana me.nciptakan ke.se.imbangan 

 
60 A.ma.rtya. Sen, The Idea. of Justice (Ha.rva.rd University Press, 2009), 225-252. 
61  L. J. Va.n A.peldoorn, 1996. Penga.nta.r Ilmu Hukum, ceta.ka.n kedua. puluh ena.m Pra.dnya. Pa.ra.mita., 

, Ja.ka.rta., 11-12 
62 A.ristoteles, Nicoma.chea.n Ethics, diterjema.hka.n oleh W.D. Ross, (Oxford: Oxford University 

Press, 2009), 112. 
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antara ke.pe.ntingan individu dan masyarakat. Ia me.ne.kankan bahwa 

ke.adilan se.jati harus mampu me.mbe.rikan ke.pada se.tiap orang apa yang 

me.njadi haknya unicuique. suum tribue.re., se.buah prinsip yang ke.mudian 

me.njadi dasar bagi pe.nge.mbangan siste.m hukum mode.rn.63 

Dalam pe.mikirannya, Aristote.le.s me.mbagi ke.adilan me.njadi dua 

kate.gori utama: ke.adilan distributif justitia distributiva dan ke.adilan 

kore.ktif justitia commutativa. Ke.adilan distributif be.rkaitan de.ngan 

pe.mbagian barang-barang dan ke.hormatan dalam masyarakat, di mana 

se.tiap orang harus me.ndapatkan bagian se.suai de.ngan ke.dudukannya, 

jasanya, atau ke.mampuannya.64 Prinsip ini me.ne.kankan proporsionalitas 

dan bukan ke.samarataan, kare.na Aristote.le.s pe.rcaya bahwa me.mpe.rlakukan 

sama hal-hal yang be.rbe.da justru akan me.nciptakan ke.tidakadilan. 

Se.me.ntara itu, ke.adilan kore.ktif be.rfokus pada pe.mulihan ke.se.imbangan 

atau ke.se.taraan yang te.rganggu akibat pe.langgaran hukum atau ke.rugian 

yang ditimbulkan ole.h satu pihak te.rhadap pihak lain.65 Dalam konte.ks ini, 

status sosial pe.laku dan korban tidak re.le.van; yang pe.nting adalah 

pe.mulihan ke.adaan se.pe.rti se.be.lum te.rjadinya pe.langgaran. 

Le.bih jauh lagi, Aristote.le.s juga me.mpe.rke.nalkan konse.p ke.adilan 

alamiah nautral justice. dan ke.adilan le.gal  le.gal justice., yang 

me.nce.rminkan pe.mahaman me.ndalam te.ntang hubungan antara hukum 

 
63 Ca.rl Joa.chim Friedrich, Filsa.fa.t Hukum Perspektif Historis, (Ba.ndung: Nua.nsa., 2004), 24. 
64 E. Ferna.ndo M. Ma.nulla.ng, Mengga.pa.i Hukum Berkea.dila.n, (Ja.ka.rta.: Kompa.s Media. Nusa.nta.ra., 

2016), 99. 
65 Berna.rd L. Ta.nya., et a.l., Teori Hukum: Stra.tegi Tertib Ma.nusia. Linta.s Rua.ng da.n Genera.si, 

(Yogya.ka.rta.: Genta. Publishing, 2010), 44. 
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alam dan hukum positif.66 Ia be.rpe.ndapat bahwa hukum positif yang dibuat 

ole.h manusia harus se.lalu be.rupaya me.nce.rminkan prinsip-prinsip ke.adilan 

yang be.rsifat unive.rsal dan tidak be.rubah. Dalam pandangannya, ke.adilan 

le.gal harus se.lalu me.ngacu pada ke.adilan alamiah se.bagai standar moral 

te.rtinggi. Konse.p ini ke.mudian me.me.ngaruhi pe.rke.mbangan te.ori hukum 

alam dan me.njadi dasar bagi argume.ntasi te.ntang hak-hak asasi manusia 

yang unive.rsal.67 Pe.mikiran Aristote.le.s te.ntang ke.adilan tidak hanya 

me.mpe.ngaruhi pe.rke.mbangan filsafat hukum, te.tapi juga me.mbe.rikan 

ke.rangka konse.ptual yang be.rguna untuk me.nganalisis dan me.nye.le.saikan 

be.rbagai pe.rsoalan ke.adilan dalam konte.ks mode.rn. 

Dari pe.nge.rtian di atas pe.ne.liti me.nyimpulkan ke.adilan adalah 

konse.p komple.ks dan multidime.nsional yang te.lah me.njadi fokus pe.mikiran 

se.jak zaman klasik hingga mode.rn. Pe.mahaman te.ntang ke.adilan te.rus 

be.rke.mbang, me.ncakup be.rbagai aspe.k filosofis, sosial, dan e.tis. Aristote.le.s 

me.mbagi ke.adilan me.njadi dua je.nis utama: ke.adilan distributif, yang 

be.rfokus pada pe.mbagian proporsional be.rdasarkan ke.mampuan atau jasa, 

dan ke.adilan kore.ktif, yang be.rtujuan me.mulihkan ke.se.imbangan akibat 

pe.langgaran hukum. Ia juga me.mbe.dakan antara ke.adilan alamiah se.bagai 

prinsip unive.rsal dan ke.adilan le.gal yang diatur ole.h hukum positif. 

Pe.rspe.ktif ini me.mbe.rikan dasar bagi pe.rke.mbangan hukum mode.rn dan 

pe.mahaman te.ntang hak asasi manusia yang unive.rsal. 

 
66 W. Friedma.nn, Teori da.n Filsa.fa.t Hukum (Lega.l Theory), diterjema.hka.n oleh Muha.mma.d A.rifin 

(Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 1990), 12.. 
67 Ha.ns Kelsen, Wha.t is Justice?: Justice, La.w, a.nd Politics in the Mirror of Science, (Berkeley: 

University of Ca.lifornia. Press, 1957), 125. 
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C. Pengadilan Agama 

1. Pengertian Pengadilan Agama 

Pe.ngadilan Agama adalah le.mbaga pe.radilan yang be.rada di 

lingkungan Pe.radilan Agama dan te.rle.tak di ibu kota kabupate.n atau kota. 

Se.bagai pe.ngadilan tingkat pe.rtama, Pe.ngadilan Agama be.rtugas dan 

be.rwe.nang untuk me.me.riksa, me.mutuskan, se.rta me.nye.le.saikan pe.rkara-

pe.rkara yang me.libatkan orang-orang be.ragama Islam dalam bidang: 

a. Pe.rkawinan  

b. Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan be.rdasarkan hukum 

Islam 

c. Wakaf dan shadaqah 

d. E.konomi syari’ah 

Pe.ngadilan Agama adalah salah satu le.mbaga pe.radilan di Indone.sia 

yang khusus me.nangani pe.rkara-pe.rkara yang be.rkaitan de.ngan urusan 

orang-orang yang be.ragama Islam. Pe.ngadilan ini be.rada di bawah 

lingkungan Pe.radilan Agama, yang me.rupakan salah satu dari e.mpat 

lingkungan pe.radilan di Indone.sia di bawah Mahkamah Agung. Pe.ngadilan 

Agama adalah le.mbaga pe.radilan khusus yang me.nangani pe.rkara-pe.rkara 

hukum bagi umat Islam di Indone.sia.68 Landasan Ke.le.mbagaan Pe.ngadilan 

Agama me.rupakan salah satu pe.laksana ke.kuasaan ke.hakiman bagi umat 

Islam, yang me.miliki ke.we.nangan me.me.riksa, me.mutus, dan 

 
68 Mukti A.rto, Pra.ktek Perka.ra. Perda.ta. pa.da. Penga.dila.n A.ga.ma. (Yogya.ka.rta.: Pusta.ka. Pela.ja.r, 

1996), 15. 
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me.nye.le.saikan pe.rkara-pe.rkara pe.rdata te.rte.ntu be.rdasarkan hukum 

Islam.69 Ke.be.radaannya diatur dalam be.rbagai pe.raturan pe.rundang-

undangan, te.rmasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 te.ntang 

Pe.radilan Agama.70 

2. Kewenangan Pengadilan Agama  

a. Kewenangan Absolut 

Ke.we.nangan absolut adalah ke.we.nangan pe.ngadilan untuk 

me.me.riksa dan me.mutus suatu pe.rkara be.rdasarkan je.nis atau mate.ri 

pe.rkara te.rte.ntu.71 Bagi Pe.ngadilan Agama, ke.we.nangan absolut me.rujuk 

pada ke.mampuan me.nangani pe.rkara-pe.rkara hukum yang se.cara mutlak 

me.njadi ke.we.nangannya.72 

Ke.we.nangan absolut Pe.ngadilan Agama adalah ke.kuasaan mutlak 

yang dimiliki Pe.ngadilan Agama untuk me.me.riksa, me.mutus, dan 

me.nye.le.saikan pe.rkara-pe.rkara te.rte.ntu di antara orang-orang yang 

be.ragama Islam se.suai de.ngan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 

2006.73 Lingkup ke.we.nangan ini me.liputi pe.rkara pe.rkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan e.konomi syariah.74 

Pe.ngadilan Agama me.miliki yurisdiksi yang be.rsifat spe.sifik dan tidak 

dapat dicampuri ole.h pe.ngadilan lain, se.hingga apabila ada pe.rkara yang 

 
69 Ya.hya. Ha.ra.ha.p, Keduduka.n Kewena.nga.n da.n A.ca.ra. Pera.dila.n A.ga.ma. (Ja.ka.rta.: Sina.r Gra.fika., 

2007), 42. 
70 Unda.ng-Unda.ng Nomor 3 Ta.hun 2006 tenta.ng Pera.dila.n A.ga.ma.. 
71 Ya.hya. Ha.ra.ha.p, Keduduka.n Kewena.nga.n da.n A.ca.ra. Pera.dila.n A.ga.ma. (Ja.ka.rta.: Sina.r Gra.fika., 

2007), 45. 
72 A.hma.d Rofiq, Hukum Perda.ta. Isla.m Indonesia. (Ja.ka.rta.: Ra.ja.wa.li Press, 2013), 89. 
73 Roiha.n A.. Ra.syid, Hukum A.ca.ra. Pera.dila.n A.ga.ma., (Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2006), 27 
74 Pa.sa.l 49 UU No. 3 Ta.hun 2006 tenta.ng Peruba.ha.n a.ta.s UU No. 7 Ta.hun 1989 tenta.ng Pera.dila.n 

A.ga.ma. 
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masuk dalam ranah ke.we.nangan absolutnya, maka hanya Pe.ngadilan 

Agama yang be.rwe.nang me.nanganinya, tidak dapat dialihkan ke. pe.ngadilan 

lain se.pe.rti Pe.ngadilan Ne.ge.ri.75  

b. Kewenangan Relatif 

Ke.we.nangan re.latif Pe.ngadilan Agama me.rupakan ke.kuasaan dan 

we.we.nang yang dibe.rikan antara pe.ngadilan dalam lingkungan pe.radilan 

yang sama be.rkaitan de.ngan wilayah hukum atau yurisdiksi re.latif 

Pe.ngadilan Agama.76 Ke.we.nangan ini me.ngatur pe.mbagian ke.kuasaan 

antar Pe.ngadilan Agama be.rdasarkan wilayah hukum yang te.lah dite.tapkan 

se.suai de.ngan pe.raturan pe.rundang-undangan. Dalam praktiknya, 

ke.we.nangan re.latif ini me.njadi pe.nting kare.na be.rkaitan de.ngan kompe.te.nsi 

pe.ngadilan untuk me.ne.rima, me.me.riksa, me.ngadili dan me.mutus suatu 

pe.rkara be.rdasarkan wilayah hukumnya.77 Prinsip dasar yang digunakan 

dalam me.ne.ntukan ke.we.nangan re.latif adalah asas actor se.quitur forum re.i, 

yang be.rarti bahwa yang be.rwe.nang me.ngadili adalah pe.ngadilan di te.mpat 

ke.diaman te.rgugat. 

Dalam konte.ks pe.ne.rapannya, ke.we.nangan re.latif Pe.ngadilan 

Agama me.miliki be.be.rapa pe.nge.cualian dan ke.te.ntuan khusus, te.rutama 

dalam pe.rkara pe.rkawinan. Untuk pe.rkara pe.rce.raian, gugatan diajukan di 

pe.ngadilan yang dae.rah hukumnya me.liputi te.mpat ke.diaman pe.nggugat, 

 
75 Cik Ha.sa.n Bisri, Pera.dila.n A.ga.ma. di Indonesia., (Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2003), 220 
76 Ma.rda.ni, Hukum A.ca.ra. Perda.ta. Pera.dila.n A.ga.ma. da.n Ma.hka.ma.h Sya.r'iya.h, (Ja.ka.rta.: Sina.r 

Gra.fika., 2017), 53. 
77 Mukti A.rto, Pra.ktek Perka.ra. Perda.ta. pa.da. Penga.dila.n A.ga.ma., (Yogya.ka.rta.: Pusta.ka. Pela.ja.r, 

2019), 44. 
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ke.cuali jika pe.nggugat de.ngan se.ngaja me.ninggalkan te.mpat ke.diaman 

be.rsama tanpa izin te.rgugat.78 Ke.te.ntuan ini me.rupakan pe.nge.cualian dari 

asas actor se.quitur forum re.i dan dibe.rlakukan untuk me.mbe.rikan 

pe.rlindungan hukum ke.pada pihak istri yang me.ngajukan gugatan 

pe.rce.raian.79 Pe.nge.cualian ini me.nce.rminkan prinsip ke.mudahan akse.s 

te.rhadap ke.adilan (acce.ss to justice.) yang me.njadi salah satu pilar pe.nting 

dalam siste.m pe.radilan agama. 

Se.lain itu, ke.we.nangan re.latif Pe.ngadilan Agama juga me.miliki 

kaitan e.rat de.ngan asas te.ritorial yang me.mbatasi wilayah yurisdiksi se.tiap 

pe.ngadilan. Pe.mbagian wilayah yurisdiksi ini didasarkan pada pe.mbagian 

wilayah administratif pe.me.rintahan, di mana pada umumnya se.tiap 

kabupate.n atau kota me.miliki satu Pe.ngadilan Agama.80  Dalam hal te.rjadi 

se.ngke.ta ke.we.nangan re.latif antar Pe.ngadilan Agama, pe.nye.le.saiannya 

dilakukan me.lalui me.kanisme. yang te.lah dite.ntukan ole.h undang-undang, 

yaitu me.lalui pe.ngajuan e.kse.psi ole.h pihak yang be.rke.pe.ntingan atau 

me.lalui pe.ne.tapan dari pe.ngadilan yang le.bih tinggi.81 Hal ini me.nunjukkan 

bahwa siste.m pe.radilan agama te.lah me.miliki me.kanisme. yang je.las untuk 

me.nye.le.saikan konflik yurisdiksi yang mungkin timbul dalam pe.laksanaan 

ke.we.nangan re.latif. 

 

 
78 Unda.ng-Unda.ng Nomor 7 Ta.hun 1989 tenta.ng Pera.dila.n A.ga.ma., Pa.sa.l 73. 
79 Ya.hya. Ha.ra.ha.p, Keduduka.n Kewena.nga.n da.n A.ca.ra. Pera.dila.n A.ga.ma., (Ja.ka.rta.: Sina.r Gra.fika., 

2018), 213. 
80 Roiha.n A.. Ra.syid, Hukum A.ca.ra. Pera.dila.n A.ga.ma., (Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2015), 26. 
81 A.bdul Ma.na.n, Penera.pa.n Hukum A.ca.ra. Perda.ta. di Lingkunga.n Pera.dila.n A.ga.ma., (Ja.ka.rta.: 

Kenca.na., 2016), 27. 
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3. Produk Produk Pengadilan Agama 

Pe.ngadilan Agama, se.bagai le.mbaga pe.radilan yang me.nangani 

pe.rkara-pe.rkara te.rte.ntu bagi umat Islam di Indone.sia, me.nghasilkan 

be.be.rapa produk hukum yang me.miliki ke.kuatan me.ngikat dan konse.kue.nsi 

hukum yang be.rbe.da-be.da. Produk hukum yang paling umum dan utama 

adalah putusan (vonnis), yang me.rupakan pe.rnyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pe.ngadilan te.rbuka untuk umum guna 

me.nye.le.saikan atau me.ngakhiri pe.rkara.82 Putusan Pe.ngadilan Agama dapat 

be.rupa putusan conde.mnatoir (putusan yang be.rsifat me.nghukum), putusan 

de.claratoir (putusan yang be.rsifat me.ne.rangkan atau me.nyatakan), dan 

putusan constitutif (putusan yang me.niadakan atau me.nciptakan suatu 

ke.adaan hukum baru).83 Dalam praktiknya, putusan-putusan ini me.ncakup 

be.rbagai pe.rkara se.pe.rti pe.rce.raian, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan 

e.konomi syariah. 

Produk hukum ke.dua yang dihasilkan Pe.ngadilan Agama adalah 

pe.ne.tapan (be.schikking), yang me.rupakan produk pe.ngadilan atas 

pe.rmohonan yang be.rsifat voluntair de.ngan produk hukum be.rupa 

pe.ne.tapan.84 Pe.ne.tapan ini tidak me.muat pe.nghukuman kare.na tidak ada 

se.ngke.ta dan hanya ada pe.mohon tanpa ada lawan hukum. Pe.ne.tapan 

Pe.ngadilan Agama me.liputi be.rbagai hal se.pe.rti pe.ne.tapan wali adhol, 

 
82 Mukti A.rto, Pra.ktek Perka.ra. Perda.ta. pa.da. Penga.dila.n A.ga.ma., (Yogya.ka.rta.: Pusta.ka. Pela.ja.r, 

2019), 251. 
83 Ya.hya. Ha.ra.ha.p, Hukum A.ca.ra. Perda.ta., (Ja.ka.rta.: Sina.r Gra.fika., 2017), 876. 
84 Ma.rda.ni, Hukum A.ca.ra. Perda.ta. Pera.dila.n A.ga.ma. da.n Ma.hka.ma.h Sya.r'iya.h, (Ja.ka.rta.: Sina.r 

Gra.fika., 2017), 123. 
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itsbat nikah (pe.nge.sahan nikah), dispe.nsasi kawin, pe.rwalian, dan 

pe.ne.tapan ahli waris.85 Pe.ne.tapan me.miliki karakte.ristik khusus dimana 

tidak ada upaya hukum banding, ke.cuali dalam hal-hal te.rte.ntu yang 

dipe.rke.nankan ole.h undang-undang, dan hanya me.ngikat pihak yang 

me.mohon saja. 

Se.lain putusan dan pe.ne.tapan, Pe.ngadilan Agama juga 

me.nghasilkan produk hukum be.rupa akta pe.rdamaian yang me.rupakan hasil 

dari prose.s me.diasi yang be.rhasil. Akta pe.rdamaian me.miliki ke.kuatan 

e.kse.kutorial dan ke.kuatan hukum yang sama de.ngan putusan pe.ngadilan 

yang te.lah be.rke.kuatan hukum te.tap.86 Dalam konte.ks ini, maje.lis hakim 

akan me.mpe.rkuat ke.se.pakatan damai me.lalui akta pe.rdamaian yang tidak 

dapat dilakukan upaya hukum lagi. Produk hukum lainnya adalah akta ce.rai 

yang dite.rbitkan se.te.lah putusan pe.rce.raian be.rke.kuatan hukum te.tap, se.rta 

be.rbagai surat ke.te.rangan se.pe.rti surat ke.te.rangan waris yang dike.luarkan 

panite.ra atas pe.rintah ke.tua pe.ngadilan be.rdasarkan pe.ne.tapan maje.lis 

hakim.87 

Dari pe.maparan diatas pe.ne.liti me.nyimpulkan bahwa Pe.ngadilan 

Agama adalah le.mbaga pe.radilan tingkat pe.rtama yang be.rada di 

lingkungan Pe.radilan Agama dan khusus me.nangani pe.rkara pe.rdata bagi 

umat Islam, se.pe.rti pe.rkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan e.konomi 

 
85 Roiha.n A.. Ra.syid, Hukum A.ca.ra. Pera.dila.n A.ga.ma., (Ja.ka.rta.: Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2015), 214. 
86 Ma.hka.ma.h A.gung RI, Pera.tura.n Ma.hka.ma.h A.gung No. 1 Ta.hun 2016 tenta.ng Prosedur Media.si 

di Penga.dila.n, Pa.sa.l 27 a.ya.t (1). 
87 A.bdul Ma.na.n, Penera.pa.n Hukum A.ca.ra. Perda.ta. di Lingkunga.n Pera.dila.n A.ga.ma., (Ja.ka.rta.: 

Kenca.na., 2016), 297. 
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syariah. Le.mbaga ini me.miliki ke.we.nangan absolut untuk me.nangani 

pe.rkara-pe.rkara te.rte.ntu se.cara e.ksklusif dan ke.we.nangan re.latif 

be.rdasarkan wilayah yurisdiksi yang dite.ntukan. Produk hukum yang 

dihasilkan me.liputi putusan, pe.ne.tapan, akta pe.rdamaian, dan akta ce.rai, 

yang be.rtujuan me.mbe.rikan ke.pastian hukum, me.nye.le.saikan se.ngke.ta, dan 

me.lindungi hak-hak umat Islam se.suai de.ngan hukum dan ke.te.ntuan 

undang-undang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Duduk Perkara Putusan No.11/Ptd.P/2022/PA.Crp 

Pe.mohon I, lahir di Curup pada tanggal 15 Januari 1950, be.ragama 

Islam, pe.ke.rjaan wiraswasta, Pe.ndidikan Strata I, te.mpat ke.diaman di 

Kabupate.n Re.jang Le.bong, se.bagai pe.mohon I; 

Pe.mohon II, lahir di Curup pada tanggal 24 Januari 1975, be.ragama 

Islam, pe.ke.rjaan wiraswasta Pe.ndidikan Strata I, te.mpat ke.diaman di 

Kabupate.n Re.jang Le.bong, se.bagai pe.mohon II; 

Pe.mohon III, lahir di Ke.lobak pada tanggal 05 Januari 1980, 

be.ragama Islam, pe.ke.rjaan pe.gawai ne.ge.ri sipil, Pe.ndidikan Strata I, te.mpat 

ke.diaman di Re.jang Le.bong, se.bagai pe.mohon III. 

Bahwa, pada tanggal 20 Fe.bruari 2009, te.lah me.ninggal dunia 

PE.WARIS kare.na sakit dan dalam ke.adaan be.ragama Islam, se.bagaimana 

Surat Ke.te.rangan Ke.matian Nomor 474.3/43/0307/Sie..3 tanggal 12 Mare.t 

2009,yang dike.luarkan ole.h Ke.lurahan Air Putih Lama Ke.camatan Curup 

Kabupate.n Re.jang Le.bong; 

Bahwa Pe.waris te.lah me.ninggalkan satu orang istri be.rnama 

PE.MOHON I, yang te.lah dinikahi Pe.waris se.jak 22 De.se.mbe.r 1973 

se.bagaimana surat ke.te.rangan te.lah me.nikah Nomor: 176/XII/1973 tanggal 

25 De.se.mbe.r 1973, yang dike.luarkan ole.h Kantor Urusan Agama 

Ke.camatan 
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Bahwa se.lain me.ninggalkan satu orang istri, Pe.waris juga 

me.ninggalkane.nam orang anak dari hasil pe.rnikahan Pe.rwaris de.ngan 

Pe.mohon I, masing-masing yaitu: Me.tro Pusat Kabupate.n Lampung Te.ngah 

Provinsi Lampung; 

a. PE.MOHON II, lahir di Curup 24 Fe.bruari 1975, be.rje.nis 

ke.lamin Pe.re.mpuan, be.rdomisili di Curup Re.jang Le.bong; 

b. ANAK KE.-2, lahir di Ke.lobak (Ke.pahiang), 27 Me.i 1978, 

be.rje.nis ke.lamin Pe.re.mpuan, be.rdomisili di Singapura; 

c. PE.MOHON III, lahir di Ke.lobak (Ke.pahiang), 5 Fe.bruari 1980, 

be.rje.nis ke.lamin Pe.re.mpuan, be.rdomisili di Curup Re.jang 

Le.bong; 

d. ANAK KE.-4, lahir di Ke.lobak (Ke.pahiang), 13 Me.i 1982, 

be.rje.nis ke.lamin Pe.re.mpuan, be.rdomisili di Jakarta; 

e. ANAK KE.-5, lahir di Ke.lobak (Ke.pahiang), 9 Oktobe.r 1983, 

be.rje.nis ke.lamin laki-laki, be.rdomisili di Jakarta; dan 

f. ANAK KE.-6, lahir di Ke.lobak (Ke.pahiang), 5 Se.pte.mbe.r 1988, 

be.rje.nis ke.lamin Pe.re.mpuan, be.rdomisili di Turki. 

Bahwa dari ke.e.nam anak hasil pe.rnikahan Pe.waris de.ngan Pe.mohon 

I te.rse.but, tidak se.muanya be.ragama Islam. E.mpat anak Pe.waris lainnya 

te.lah be.rpindah ke.yakinan dari Islam, masing-masing: 

a. ANAK KE.-2, be.ragama Katolik; 

b. ANAK KE.-4, be.ragama Kriste.n; 

c. ANAK KE.-5, be.ragama Budha; dan 
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d. ANAK KE.-6, be.ragama Kriste.n. 

Se.dangkan dua anak lainnya be.ragama Islam, yaitu: 

a. PE.MOHON KE. II; dan 

b. PE.MOHON KE. III; 

Bahwa be.rdasarkan ke.te.ntuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 

171 poin c dinyatakan ‘’ahli waris adalah orang yang pada saat me.ninggal 

dunia me.mpunyai hubungan darah atau hubungan pe.rkawinan de.ngan 

pe.waris, be.ragama Islam dan tidak te.rhalang kare.na hukum untuk me.njadi 

ahli waris’’; 

Bahwa be.rdasarkan ke.te.ntuan KHI Pasal 171 poin c te.rse.but, maka 

yang dapat dite.tapkan me.njadi ahli waris me.nurut hukum Islam adalah: 

a. PE.MOHON I, be.ragama Islam dan me.miliki hubungan 

Pe.rkawinan de.ngan Pe.waris se.bagai Istri; 

b. PE.MOHON II, be.ragama Islam dan me.miliki hubungan darah 

de.ngan Pe.waris se.bagai anak; dan 

c. PE.MOHON III, be.ragama Islam dan me.miliki hubungan darah 

de.ngan Pe.waris se.bagai anak. 

Bahwa ke.e.mpat anak Pe.waris lainnya yaitu ANAK KE.-2, ANAK 

KE.-4, ANAK KE.-5 dan ANAK KE.-6, kare.na tidak be.ragama Islam, maka 

tidak dapat dite.tapkan me.njadi ahli waris me.nurut Hukum Islam dari 

Pe.waris; 

 Bahwa pe.rtimbangan para Pe.mohon me.ngajukan pe.rmohonan 

Pe.ne.tapan ahli waris ini me.ngingat Pe.mohon I sudah me.nginjak usia 72 
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tahun, dan tujuan pe.ngajuan pe.ne.tapan ahli waris ini adalah untuk me.ngurus 

se.luruh dokume.n hukum dan me.ngurus harta-harta pe.ninggalan Pe.waris; 

Bahwa KHI tidak me.ngatur me.nge.nai pe.mbagian harta warisan 

ke.pada ahli waris yang be.rbe.da agama, namun dalam pe.rke.mbangannya 

ahli waris be.da agama dapat dibe.rikan wasiat wajibah, se.bagaimana putusan 

Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

16.K/AG/2010. Putusan-putusan te.rse.but me.mbe.rikan wasiat wajibah pada 

ke.luarga atau ahli waris be.da agama; 

Bahwa te.rhadap harta waris diatas dan dihubungkan de.ngan 

putusanputusan Mahkamah Agung me.nge.nai wasiat wajibah yang dapat 

dibe.rikan ke .pada ke.luarga atau ahli waris be .da agama, maka Para Pe.mohon 

me.mohon ke.pada Yang Mulia Ke.tua Pe.ngadilan Agama Curup c.q. Yang 

Mulia Maje.lis Hakim yang me.me.riksa dan me.ngadili pe.rkara ini agar dapat 

me.ne.tapkan bagian-bagian waris ke.pada Para Pe.mohon dan anak-anak 

Pe.waris yang be.da agama; 

Be.rdasarkan uraian-uraian di atas, se.lanjutnya Para Pe.mohon mohon 

agar Yang Mulia Ke.tua Pe.ngadilan Agama Curup c.q. Yang Mulia Maje.lis 

Hakim yang me.me.riksa dan me.ngadili dan me.nangani pe.rkara ini dan 

be.rke.nan me.mbe.rikan pe.ne.tapan se.bagai be.rikut : 

1. Me.ngabulkan Pe.rmohonan Para Pe.mohon untuk se.luruhnya; 

2. Me.nyatakan dan Me.ne.tapkan ahli waris dari PE.WARIS adalah: 

a. Istri Pe.waris, PE.MOHON I; 
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b. Anak Pe.waris, PE.MOHON II; 

c. Anak Pe.waris, PE.MOHON III. 

3. Me.ne.tapkan hak waris dari Pe.waris PE.WARIS ke.pada masing-

masing ahli waris yaitu: 

a. PE.MOHON I; 

b. PE.MOHON II; 

c. PE.MOHON III; 

4. Me.ne.tapkan hak waris untuk anak-anak Pe.waris PE.WARIS 

lainnya yang be.rbe.da agama yaitu : 

a. ANAK KE.-2 

b. ANAK KE.-4 

c. ANAK KE.-5 

d. ANAK KE.-6 

be.rdasarkan wasiat wajibah, sama de.ngan hak waris dari ahli 

waris Pe.waris PE.WARIS yang be.ragama Islam atau se.suai 

de.ngan ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan 

5. Me.mbe.bankan biaya pe.rkara se.suai de.ngan ke.te.ntuan hukum 

yang be.rlaku. 

Bahwa ahli waris PE.WARIS yang masih hidup adalah Pe.mohon I 

se.bagai istri, Pe.mohon II, Pe.mohon III, ANAK KE.-2, ANAK KE.-4, ANAK 

KE.-5 dan ANAK KE.-6 se.bagai anak kandung. 

Bahwa tidak ada faktor yang me.nghalangi ahli waris untuk me.njadi 

ahli waris. 
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Bahwa pe.rmohonan pe.ne.tapan ahli waris ini dimohonkan agar 

me.ndapatkan pe.ngakuan se.cara hukum se.rta untuk me.ngurus dokume.n 

hukum te.rkait harta pe.ninggalan pe.waris. 

Me.nimbang, bahwa para ahli waris te.rse.but be .rhak me.njadi ahli 

waris dari pe.waris be.rnama PE.WARIS kare.na me.re.ka tidak me.lakukan hal-

hal yang me.nye.babkan te.rhalangnya ahli waris me.njadi ahli waris 

se.bagaimana ke.te.ntuan yang te.rse.but dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum 

Islam. 

Me.nimbang, bahwa untuk Pe.mohon I, Pe.mohon II dan Pe.mohon 

kare.na be.ragama Islam, maka ke.te.ntuan hak se.bagai ahli be.rdasarkan 

ke.te.ntuan hukum Islam, se.dangkan untuk anak pe.waris lainnya yang te.lah 

be.rpindah agama maka ke.te.ntuan hak se.bagai ahli waris be.rdasarkan wasiat 

wajibah, se.bagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, 

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010. 

Me.nimbang, bahwa be.rdasarkan pe.rtimbangan te.rse.but di atas dan 

ole.h kare.na dalil pe.rmohonan para Pe.mohon te.lah te.rbukti, maka Maje.lis 

me.nilai bahwa pe.rkara pe.rmohonan para Pe.mohon tidak me.lawan hukum 

dan te.lah me.me.nuhi ke.te.ntuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 172, Pasal 

173 dan Pasal 174, ole.h kare.nanya pe.rmohonan para Pe.mohon patut untuk 

dikabulkan. Me.nimbang, bahwa pe.rkara ini adalah pe.rkara voluntair maka 

biaya pe.rkara ini dibe.bankan ke.pada Pe.mohon yang be.sarnya se.bagaimana 

te.rcantum dalam amar pe .ne.tapan ini; 
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1. Me.ngabulkan pe.rmohonan para Pe .mohon. 

2. Me.ne.tapkan PE.WARIS yang te.lah me.ninggal dunia pada 

tanggal 20 Fe.bruari 2009 se.bagai pe.waris. 

3. Me.ne.tapkan ahli waris PE.WARIS adalah: 

a. PE.MOHON I se.bagai istri; 

b. PE.MOHON II se .bagai anak pe.re.mpuan kandung; 

c. PE.MOHON III se.bagai anak pe.re.mpuan kandung; 

d. KE.-2 BINTI PE.WARIS se.bagai anak pe.re.mpuan kandung; 

e. ANAK KE.-4 BINTI PE.WARIS se.bagai anak pe.re.mpuan 

kandung; 

f. ANAK KE.-5 BIN PE.WARIS se.bagai anak laki-laki 

kandung; 

g. ANAK KE.-6 BINTI PE.WARIS se.bagai anak pe.re.mpuan   

kandung; 

4. Me.mbe.bankan ke.pada para Pe.mohon untuk me.mbayar biaya 

pe.rkara ini se.jumlah Rp 135.000,00 (se.ratus tiga puluh lima ribu 

rupiah); 

De.mikian dijatuhkan Pe.ne.tapan ini dalam rapat musyawarah Maje.lis 

Hakim Pe.ngadilan Agama Curup pada hari Se.lasa tanggal 22 Fe.bruari 2022 

Mase.hi be.rte.patan de.ngan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah ole.h kami H. 

Sole.h, Lc., MA. se.bagai Ke.tua Maje.lis yang dite.tapkan ole.h Ke.tua 

Pe.ngadilan Agama Curup, Dra. Nurmalis M. dan Faisal Amri, S.H.I., M.H. 

se.bagai Hakim Anggota se.rta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang 
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te.rbuka untuk umum de.ngan dibantu ole.h Ardiansyah, S.H. se.bagai Panite.ra 

Pe.ngganti dan dihadiri ole.h kuasa para Pe.mohon. 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara 

Maje.lis hakim te.lah me.ne.mukan fakta dalam pe.me.riksaan 

be.rdasarkan bukti P.11, P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, 

P.23 me.mbuktikan bahwa Pe.mohon I dan PE.WARIS , se.lain me.mpunyai 

anak yaitu PII dan PIII juga me.mpunyai 4 anak lainnya yang be.rlainan 

agama yaitu ANAK KE.-2, be.ragama Katolik, ANAK KE.-4, be.ragama 

Kriste.n, ANAK KE.-5, be.ragama Budha dan ANAK KE .-6, be.ragama 

Kriste.n. 

Dalam hal pe.ne.ntuan hak waris, maje.lis hakim Pe.ngadilan Agama 

Curup dalam Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp. me.mpe.rtimbangkan 

bahwa untuk Pe.mohon I, Pe.mohon II dan Pe.mohon kare.nabe.ragama Islam, 

maka ke.te.ntuan hak se.bagai ahli be.rdasarkan ke.te.ntuan hukum Islam, 

se.dangkan untuk anak pe.waris lainnya yang te.lah be.rpindah agama maka 

ke.te.ntuan hak se.bagai ahli waris be.rdasarkan wasiat wajibah, se.bagaimana 

putusan Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

16.K/AG/2010. 

Dalam putusan pe.rkara MA No.368 K/AG/1995 pe.nggugat 

me.nghe.ndaki agar yang me.mpe.role.h bagian dari harta warisan adalah yang 

be.ragama Islam saja. Se.me.ntara te.rgugat yang nonmuslim me.nolak harta 

warisan dibagi de.ngan ke.te.ntuan de.mikian. Dalam gugatannya, pe.nggugat 
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me.ngajukan tuntutan di PA Jakarta Pusat. Maje.lis hakim me.mbe.rikan 

putusan yaitu putusan tanggal 4 Nove.mbe.r 1993, No.337/Pdt.G/1993/PA.JP 

me.nolak e.kse.psi turut te.rgugat II dan me.ngabulkan gugatan pe.nggugat 

se.luruhnya yang me.nyatakan anak yang be.ragama nonmuslim bukan ahli 

waris orang tua kandungnya dan tidak be.rhak me.mpe.role.h bagian dari harta 

warisannya. 

Ke.mudian turut te.rgugat II yang nonmuslim me.nolak putusan PA 

te.rse.but dan me.mohon banding ke. PTA. Putusan dalam tingkat banding atas 

pe.rmohonan turut te.rgugat II te.lah dibatalkan ole.h Pe.ngadilan Tinggi 

Agama Jakarta de.ngan putusan No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK dan turut 

te.rgugat II be.rhak me.ndapat bagian dari harta be.rdasarkan Wasiat Wajibah 

se.be.sar 3/4 dari bagian se.orang pe.re.mpuan. Namun putusan Pe.ngadilan 

Tinggi Agama ini tidak dite.rima ole.h pe.nggugat maupun te.rgugat, 

ke.mudian pe.nggugat me.ngajukan pe.rmohonan pe.me.riksaan kasasi ke. MA 

de.ngan alasan bahwa PTA te.lah salah me.ne.rapkan hukum kare.na 

me.mbe.rikan bagian ke.pada ahli waris nonmuslim dari harta pe.waris 

Muslim yang tidak ada ke.te.ntuannya dalam UU se.rta be.rte.ntangan de.ngan 

Al Qur’an dan Hadits. Hal mana ke.be.ratan-ke.be.ratan ini tidak dapat 

dibe.narkan ole .h MA kare.na PTA Jakarta tidak salah me.ne.rapkan hukum. 

Hal ini me.nge.nai pe.nilaian hasil pe.mbuktian yang be.rsifat 

pe.nghargaan te.ntang suatu ke.nyataan yang tidak dapat dipe.rtimbangkan 

dalam pe.me.riksaan tingkat kasasi. Se.hingga MA se.pe.ndapat de.ngan 

putusan PTA Jakarta yang me.mbe.rikan bagian ke.pada anak nonmuslim dari 
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harta pe.ninggalan orang tuanya yang be.ragama Islam atas dasar wasiat 

wajibah.  

Ke.te.ntuan wasiat wajibah te.rse.but me.rupakan hasil ijtihad para 

ulama dalam me.nafsirkan surat Al-Baqarah ayat 180 : 

 كُتِبَ  عَلَيْكُمْ   اِذَا  حَضَرَ   اَحَدكَُمُ   الْمَوْتُ   اِنْ   تَ رَكَ   خَيْراً  ۨ الْوَصِيَّةُ   للِْوَالِدَيْنِ   وَالْقَْ رَبِيْنَ 

  بِالْمَعْرُوْفِ    حَقًّا  عَلَى  الْمُتَّقِيْنَ 

Diwajibkan atas kamu, apabila se.orang di antara kamu ke.datangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia me.ninggalkan harta yang banyak, 

be.rwasiat untuk ibu-bapak dan karib ke.rabatnya se.cara ma´ruf, (ini 

adalah) ke.wajiban atas orang-orang yang be.rtakwa.88 

Konse.p wasiat wajibah me.nurut hukum Islam adalah tindakan yang 

dilakukan ole.h pe.nguasa atau hakim se.bagai aparat ne.gara untuk me.maksa 

atau me.mbe.ri putusan wajib wasiat bagi orang yang te.lah me.ninggal dan 

dibe.rikan ke.pada orang te.rte.ntu dalam ke.adaan te.rte.ntu. Me.nurut putusan 

MA No.368K/AG/1995, konse.p wasiat wajibah tidak hanya untuk anak 

angkat atau orang tua angkat, te.tapi juga untuk ahli waris nonmuslim. 

Pe.ndapat Mahkamah Agung itu didasari atas konse.p ke.adilan dan 

pe.rlindungan hukum. Dalam putusan MA No.368K/AG/1995, me.mbe.rikan 

bagian atau porsi te.rhadap ahli waris be.da agama se.be.sar bagian anak 

pe.re.mpuan. Dasar pe.mbe.rian te.rse.but adalah ke.maslahatan umum atau 

se.gala se.suatu yang me.ngandung manfaat yang le.bih be.sar dibanding 

 
88 Depa.rtemen A.ga.ma. RI, A.l-qur’a.n da.n Terjema.ha.nnya., (Ba.ndung: Diponegoro, 2010), 80. 
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mudaratnya. Be.rdasarkan hal te.rse.but pe.mbe.rian bagian harta warisan 

me.lalui wasiat wajibah ke.pada ahli waris nonmuslim adalah se.bagai be.ntuk 

pe.ne.robosan hukum atas ke.hilangan bagian hak waris dari me.re.ka yang 

be.rlainan agama. 

Konse.p wasiat wajibah dalam hukum Islam me.rupakan ke.putusan 

yang dibuat ole.h hakim untuk me.mbe.rikan bagian warisan ke.pada pihak 

te.rte.ntu dalam ke.adaan te.rte.ntu. Putusan Mahkamah Agung No. 

368K/AG/1995 me.mpe.rluas konse.p wasiat wajibah tidak hanya untuk anak 

angkat atau orang tua angkat, te.tapi juga untuk ahli waris nonmuslim, 

de.ngan alasan ke.adilan dan ke.maslahatan umum. Dalam putusan te.rse.but, 

ahli waris nonmuslim dibe.rikan bagian se.tara de.ngan anak pe.re.mpuan. 

Namun, putusan ini dianggap tidak se.suai de.ngan kaidah hukum Islam 

kare.na tidak me.miliki dasar yang je.las dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Se.lain 

itu, ke.putusan te.rse.but dinilai me.nce.de.rai prinsip ke.adilan Islam dan 

me.ngabaikan pe.rlindungan hukum bagi ahli waris Muslim yang se.harusnya 

me.ndapatkan bagian le.bih be.sar se.suai de.ngan hukum faraidh. 

C. Dampak dari Penyamaan Hak Waris antara Ahli Waris Muslim dan 

Nonmuslim terhadap Pembagian Warisan 

Dari putusan te.rse.but khususnya kalimat “be.rdasarkan wasiat 

wajibah, sama de.ngan hak waris dari ahli waris Pe.waris PE.WARIS yang 

be.ragama Islam atau se.suai de.ngan ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang-

undangan” Me.ngandung ke.tidakje.lasan kare .na ke.te.ntuan warisan jika 

se.susai ilmu faroidh yang me.ndapatkan warisan hanya ahli waris yang 
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be.ragama Islam, se.dangkan bagi yang nonmuslim tidak me.ndapatkan 

bagian. Dalam poin te.rse.but me.nyatakan bahwa yang be.ragama se.lain Islam 

me.ndapatkan bagian waris dari jalur wasiat wajibah. Kalaupun dite.rapkan 

aturan wasiat wajibah untuk be.saran wasiat wajibah maksimal hanya 1/3 

dari harta warisan, lalu sisa hartanya dibagikan untuk ahli waris yang 

be.ragama Islam. Be.rikut ini pe.ne.liti akan me.maparkan simulasi 

pe.rhitungan pe.role.han harta waris Muslim dan nonmuslim de.ngan jumlah 

harta yang ditinggalkan adalah Rp960.000.000. 

Tabel 3.1 

Simulasi pe.rhitungan waris andai se.mua anggota ke.luarga 

be.ragama Islam : 

Ahli waris Bagian 

Istri 1/8 1 x 8 8/64 x 960.000.000 120.000.000 

Anak 

perempuan 

Ashobah  7 x 8 56/64 x 960.000.000 840.000.000 

Anak 

perempuan 

Anak 

perempuan 

Anak 

perempuan 

Anak laki-

laki 

Anak 

perempuan 

 8 8 64 960.000.000 

 

Dari pe.mbagian waris diatas Rp840.000.000 bagian dibagi untuk 

se.mua anak, masing-masing anak pe.re .mpuan me.ndapatkan bagian 
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Rp120.000.000 dan Rp240.000.000 untuk anak laki-laki, kare.na anak laki-

laki me.ndapat 2 bagian dari anak pe.re.mpuan. 

Tabel 3.2 

Simulasi pe.rhitungan untuk ahli waris yang be.ragama Islam saja, 

yaitu Istri, Anak pe.re.mpuan I dan Anak pe.re.mpuan III: 

Ahli waris Bagian 

Istri  1/8 3 3 3/24 x 960.000.000 120.000.000 

Anak 

perempuan  2/3 16 21 21/24 x 960.000.000 840.000.000 

Anak 

perempuan  

 24 19 

(Sisa 5) 

24  960.000.000 

 

Dari hasil pe.mbagiam waris diatas didapatkan Rp120.000.000 untuk 

Istri dan Rp840.000.000 bagian untuk anak pe.re.mpuan dibagi 2, maka 

masing-masing anak pe.re.mpuan me.ndapat Rp420.000.000. Yang mana 

untuk Anak ke.-2, Anak ke.-4, Anak ke.-5 dan Anak ke.-6 tidak me.ndapatkan 

bagian harta warisan kare.na be.ragama nonmuslim.  

Se.lanjutnya, pe.rhitungan waris jika anak yang be.ragama nonmuslim 

me.ndapat wasiat wajibah : 

Bagian wasiat wajibah: 1/3 dari harta  

Harta : 960.000.000 x 1/3 = 320.000.000 (wasiat wajibah) 

Sisa harta :  960.000.000 – 320.000.000 = 640.000.000 
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Tabel 3.3 

Simulas pe.mbagian waris se.te.lah dibagi de.ngan wasiat wajibah 

Ahli waris Bagian 

istri 1/8 3 3 3/24 x 640.000.000 80.000.000 

Anak 

perempuan  2/3 16 21 21/24 x 640.000.000 560.000.000 

Anak 

perempuan 

  19 

(sisa 5) 

24  640.000.000 

 

Dari pe.mbagian waris diatas didapatkan Rp320.000.000 untuk 

bagian wasiat wajibah dibagi rata untuk anak-anak yang be.ragama 

nonmuslim be.rjumlah 4 orang anak, maka masing-masing anak 

me.ndapatkan Rp80.000.000. Lalu sisa harta dibagi se.suai ilmu faroidh 

untuk ahli waris yang Muslim, Rp80.000.000 untuk Istri dan 

Rp560.000.000 untuk anak pe.re.mpuan yang masing-masing anak 

pe.re.mpuan me.ndapatkan Rp280.000.000. 

Dari simulasi pe.rhitungan diatas, se.cara faroidh jika se.mua ahli 

waris be.ragama Islam maka Istri me.ndapatkan Rp120.000.000 dan anak-

anak me.ndapatkan Rp840.000.000 de.ngan rincian masing-masing anak 

pe.re.mpuan me .ndapatkan Rp120.000.000 dan anak laki-laki me.ndapat 2 

bagian dari anak pe.re.mpuan maka bagiannya Rp240.000.000. 

Namun jika yang be.ragama Islam hanya Istri, Anak pe.re.mpuan I dan 

Anak pe.re.mpuan III maka Istri me.ndapat Rp120.000.000 dan anak 

pe.re.mpuan me.ndapat Rp840.000.000 yang masing masing me.ndapat 
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bagian Rp420.000.000. Ke.mudian pe.mbagian se.suai wasiat wajibah, maka 

yang be.ragama nonmuslim maksimal me.ndapat 1/3 dari harta warisan yakni 

Rp320.000.000 untuk 4 orang anak yang be.ragama nonmuslim dan ahli 

waris yang be.ragama Islam, istri Rp80.000.000, anak pe.re.mpuan 

Rp560.000.000 yang masing-masing me.ndapat Rp280.000.000. 

Dalam putusan poin 4 me.nye.butkan “be.rdasarkan wasiat wajibah, 

sama de.ngan hak waris dari ahli waris Pe.waris PE.WARIS yang be.ragama 

Islam atau se.suai de.ngan ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan” yang 

mana dalam kalimat te.rse.but me.nimbulkan ke.tidakje.lasan makna se.hingga 

akan ada 2 pe .rbandingan pe.rhitungan. Bagi pe.waris yang be.ragama Islam 

jika pe.mbagiannya se.suai de.ngan ilmu faroidh maka akan me.ndapat bagian 

le.bih banyak daripada ahli waris nonmuslim. Konse.kue.nsi dari putusan 

te.rse.but jika harta waris dibagi rata de.ngan ahli waris yang ada, maka bagian 

yang didapat ole.h ahli waris yang be.ragama Islam akan le.bih se.dikit dari 

yang se.harusnya didapatkan se.suai ilmu faroidh.   

Pe.role.han wasiat wajibah maksimal me.ndapatkan 1/3 dari harta, 

dimana ahli waris nonmuslim akan me.ndapat bagian le.bih se.dikit dari ahli 

waris yang Islam. Wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim me.rupakan 

hasil kre.ativitas hakim, te.tapi pe.ne.rapannya masih me.nimbulkan pe.rbe.daan 

pe.ndapat antara pihak yang se.tuju dan yang me.nolak. Akibatnya, putusan 

hakim me.nge.nai wasiat wajibah dapat dikritik, kare.na dalam hukum, 

pe.rbe.daan pandangan te.rhadap suatu ke.putusan adalah hal yang wajar. 

De.ngan de.mikian, pe.mbe.rian harta warisan me.lalui wasiat wajibah ke.pada 



63 
 

 
 

ahli waris nonmuslim dapat dianggap se.bagai pe.nge.cualian hukum untuk 

me.mbe.rikan hak waris ke.pada me.re.ka yang tidak me.ndapat bagian kare.na 

pe.rbe.daan agama. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian ini, pe.ne.liti dapat me.nyampaikan 

be.be.rapa ke.simpulan te.rkait masalah yang dibahas. Ke.simpulan te.rse.but 

adalah se.bagai be.rikut: 

1. Dasar hukum yang digunakan ole.h hakim dalam kasus waris be.da 

agama de.ngan jumlah ahli waris le.bih dari satu dalam Putusan Nomor 

11/Pdt.P/2022/PA.Crp, adalah Pe.mbe.rian wasiat wajibah didasarkan 

pada prinsip ke.maslahatan umum, yaitu me.mpe.rtimbangkan manfaat 

yang le.bih be.sar dibandingkan mudaratnya. Maje.lis Hakim me.ngacu 

pada putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 Te.ntang Waris 

nonmuslim Pe.rspe.ktif Hukum Islam se.bagai landasan. Me.skipun 

hukum waris dan wasiat me.rupakan dua le.mbaga yang be.rbe.da, 

ke.duanya te.tap be.rkaitan e.rat kare.na sama-sama be.rhubungan de.ngan 

harta pe.ninggalan pe.waris.  

2. Dampak dari ketidakjelasan kata ambiguitas dalam putusan tersebut 

dimana keluarga yang beragama selain Islam seolah-olah diberikan hak 

waris yang sama dengan ahli waris Muslim. Padahal seharusnya jika 

sesuai perhitungan faroidh itu tidak sesuai dengan ketentuan waris 

Islam. Jika diterapkan konsep wasiat wajibah, maka keluarga yang 

nonmuslim hanya mendapat maksimal 1/3 dari harta warisan bukan 

disamakan dengan ahli waris yang Muslim. Karena ke.adilan me.miliki 
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artian ke.se.imbangan antara hak dan ke.wajiban. Ole.h kare.na itu makna 

ke.adilan bukan sama rata me.lainkan adanya ke.se.imbangan yang 

dise.suaikan de.ngan hak dan ke.wajibannya se.cara proporsional. 

B. Saran 

Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian, pe.ne.liti me.mbe.rikan be.be .rapa saran 

se.bagai be.rikut: 

1. Bagi hakim dalam me.mutuskan kasus se.macam ini pe.rlu me.mbe .rikan 

ke.te.rangan yang le.bih je.las dalam pe.mbagiannya, bisa dite.rangkan 

dalam putusan atau dibe.rikan nasihat me.lalui pe.rsidangan bagaimana 

se.harusnya pe.mbagian waris yang be.nar se.suai ke.te.ntuan hukum. Jika 

se.harusnya yang nonmuslim me.ndapat wasiat wajibah, maka me.ndapat 

1/3 bagian dari harta warisan. Namun dalam putusan te.rdapat 

ke.tidakje.lasan frasa yang me.nimbulkan ke.ambiguan dalam 

me.nafsirkan putusan te.rse.but. Ke.mudian bagi ke.luarga yang be.ragama 

nonmuslim tidak bisa me.nuntut haknya dalam pe.mbagian harta waris, 

kare.na ke.te.ntuan se.be.narnya yang nonmuslim tidak bisa me.warisi harta 

warisan dari pe.waris yang be.ragama Islam 

2. Pe.ne.litian ini dapat dijadikan re.fe.re.nsi untuk pe.ne.litian be.rikutnya dan 

diharapkan dapat me.mbantu me.ningkatkan kualitas pe.ne.litian, 

khususnya yang be.rkaitan de.ngan te.ma se.rupa. 
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